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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 

Salah satu tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi warga 

negara. Oleh karena itu, mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan elemen 

yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan ini. 

Tujuan pengelolaan pertahanan dan keamanan negara dirumuskan berdasarkan 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa ”negara melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia”. Dengan demikian pertahanan dan keamanan harus ditempatkan sebagai public 

goods yang berhak dinikmati oleh setiap warga baik sebagai individu, kelompok, 

maupun sebagai bangsa dengan menempatkan kewajiban negara untuk mengatur dan 

mengelolanya. 

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan 

untuk menghadapi dan meniadakan segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar 

negeri, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat 

semesta sebagai suatu cara pandang yang menempatkan pertahanan dan keamanan 

negara sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara dengan hak dan 

kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.  
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Konstitusi juga telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antara 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

di bidang pertahanan dan keamanan negara. Konstitusi menyatakan tugas TNI adalah 

mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara 

(Pasal 30 ayat (3)), sedangkan Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, dan bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani 

masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 ayat 4). Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) 

menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam 

menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, 

diatur dengan undang-undang (UU). Kita saat ini sudah memiliki UU Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Polri, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun kita belum memiliki UU tentang 

Keamanan Nasional. 

Pemisahan secara tegas tugas-tugas pertahanan antara TNI dan lembaga-

lembaga diluarnya sesuai dengan sifat ancaman (militer dan non-militer), 

mengakibatkan “pembinaan teritorial” yang selama Orde Baru menjadi bagian dari 

tugas Komando Teritorial (Koter) harus dikembalikan pada instansi lain yang relevan, 

seperti Pemerintah Daerah dan POLRI. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 30 

UUD 1945, Ketetapan VI/MPR/2000  Tentang Pemisahan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Ketetapan 

VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri, UU Nomor  2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

Republik Indonesia, serta UU Nomor  34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
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Indonesia. Atas dasar itu maka fungsi pembinaan potensi nasional menjadi wewenang 

dan tanggungjawab instansi lain di luar TNI. 

Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi 

pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan 

mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan Presiden berwenang dan 

bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. 

Ada pun kedudukan TNI dalam menghadapi ancaman militer berdasarkan 

Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 3 Tahun 2002 menempatkan Tentara Nasional 

Indonesia sebagai komponen utama, sedangkan dalam  dalam menghadapi ancaman 

non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai 

unsur utama. Ancaman militer berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 didefinisikan 

sebagai ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang 

dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 

Ketentuan di atas juga diperkuat oleh  Pasal 3 ayat (1)  UU Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa  dalam 

pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. 

Yang dimaksud berkedudukan di bawah Presiden adalah bahwa keberadaan TNI 

dibawah kekuasaan Presiden.  Namun khusus dalam hal pengerahan kekuatan Tentara 

Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden harus mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan darurat (Pasal 14 UU 

Nomor 3 Tahun 2002).  
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Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2)  UU Nomor 34 Tahun 2004, ditentukan 

bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di 

bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Yang dimaksud dibawah koordinasi 

Departemen Pertahanan dalam ketentuan ini adalah bahwa segala sesuatu yang 

berkaitan dengan prerencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan 

negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya 

nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI 

dan komponen pertahanan lainnya.  sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan 

dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada 

Panglima TNI dengan dibantu para Kepala Staf Angkatan. Dalam rangka pencapaian 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang 

institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan. Berdasarkan ketentuan ini, selain 

TNI berkedudukan di bawah Presiden, dalam hal kebijakan, strategi pertahanan dan 

dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi  Departemen Pertahanan yang 

notabene juga merupakan pembantu Presiden. 

Tugas pertahanan yang diemban TNI  terdapat persoalan  yang  berkenaan 

dengan  mekanisme pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang. 

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 34 Tahun 2004, menentukan bahwa kewenangan 

dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden, dan dalam hal 

pengerahan kekuatan TNI,  Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat.  

Dalam Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004, ditentukan bahwa dalam rangka 

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara,  TNI melakukannya dalam bentuk :  Operasi militer untuk perang dan Operasi 

militer selain perang. Kedua bentuk operasi militer TNI ini, jika dikaitkan dengan 

Pasal 17 UU Nomor 34 Tahun 2004, yang mensyaratkan adanya keputusan politik 

DPR dalam pengerahan kekuatan TNI, masih menimbulkan ketidakjelasan apakah 

pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang juga harus mendapat 

persetujuan terlebih dulu dengan DPR. 

Selain masalah di atas,  Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2002, 

menegaskan bahwa dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga 

pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan 

sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan 

bangsa. Ketentuan ini tampaknya tidak sinkron dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 

Tahun 2004, menentukan dalam melaksanakan tugas pokok,  TNI melakukan :  

a. Operasi militer untuk perang. 

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 

1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 

2) mengatasi pemberontakan bersenjata; 

3) mengatasi aksi terorisme; 

4) mengamankan wilayah perbatasan; 

5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 
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6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar 

negeri; 

7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 

8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 

9) membantu tugas pemerintahan di daerah; 

10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas 

keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 

11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan 

pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 

12) membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan; 

13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); 

serta  membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan 

terhadap pembajakan,  perompakan, dan penyelundupan. 

 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 di atas, ternyata TNI 

juga diberi kewenangan melakukan operasi selain perang dengan cara : mengatasi, 

mengamankan, memberdayakan, dan membantu  pemerintah di luar pertahanan (baca 

TNI dan Pemda). Dari 13 item yang ditentukan, juga masih menyisakan 

ketidakjelasan upaya TNI, misalnya  dalam  memberdayakan wilayah pertahanan dan 

kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, 

membantu tugas pemerintahan di daerah, atau  membantu kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
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diatur dalam undang-undang.   Selain itu,  terdapat pula kejanggalan mengenai 

keberadaan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia, karena dalam UU 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang, tidak menyebutkan peran TNI dalam pemberantasan 

Terorisme. 

Khusus mengenai tugas TNI  membantu kepolisian dalam rangka tugas 

keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga saat ini masih menimbulkan 

ketidakjelasan mengenai posisi antara TNI dengan Polri dalam  keamanan negara, 

karena  UU yang mengaturnya masih belum ada.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik  untuk 

menganalisis tugas Tentara Nasional Indonesia  dalam suatu tesis,  dengan judul 

“TUGAS PERTAHANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang 

akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana  Tugas Pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem  

Ketatanegaraan Republik Indonesia  ? 

2. Bagaimana Hubungan  Tugas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian  

Republik  Indonesia  dalam Sistem  Pertahanan dan Keamanan Negara ? 

 

 



 9

C.     Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penulisan tesis ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  tugas pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem  

Ketatanegaraan Republik Indonesia .   

2. Untuk mengetahui  hubungan  Tugas Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam Sistem  Pertahanan dan Keamanan 

Negara  

Sedangkan kegunaan penulisan tesis ini diharapkan 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang dalam 

rangka penyempurnaan  Tugas Tentara Nasional Indonesia  dalam  UU  

Pertahanan Negara dan UU Tentara Nasional Indonesia.  

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pembentuk Undang-Undang dalam 

rangka sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan 

Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan 

negara.   

 

D.  Tinjauan Pustaka 

 1. Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia  

  Wirjono projodikoro dalam bukunya asas-asas Hukum tata Negara  

mendefinisikan bahwa  Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu 

hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. 

Kita memasuki bidang hukum tata negara, menurut Wirjono Prodjodikoro, 

apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara 
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subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan 

hukum yang berwujud negara atau bagian dari Negara.1 

Dalam bahasa Perancis, hukum tata Negara disebut Droit Constitutionnel 

atau dalam bahasa Inggris disebut Constitutional Law. Dalam bahasa Belanda dan 

Jerman, hukum tata negara disebut Staatsrecht, tetapi dalam bahasa Jerman sering 

juga dipakai istilah verfassungsrecht (hukum tata negara) sebagai lawan perkataan 

verwaltungsrecht (hukum administrasi negara).  

Dalam bahasa Belanda, untuk perkataan hukum tata negara juga biasa 

dipergunakan istilah staatsrecht atau hukum negara (state law). Dalam istilah 

staatsrecht itu terkandung 2 (dua) pengertian, yaitu staatsrecht in ruimere zin 

(dalam arti luas), dan staatsrecht in engere zin (dalam arti sempit). Staatsrecht in 

engere zin atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit itulah yang biasanya 

disebut Hukum Tata Negara atau Verfassungsrecht yang dapat dibedakan antara 

pengertian yang luas dan yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (in 

ruimere zin) mencakup Hukum Tata Negara (verfassungsrecht) dalam arti sempit 

dan Hukum Administrasi Negara (verwaltungsrecht).2 

Istilah “Hukum Tata Negara” dapat dianggap identik dengan pengertian 

“Hukum Konstitusi” yang merupakan terjemahan langsung dari perkataan 

Constitutional Law (Inggris), Droit Constitutionnel (Perancis), Diritto 

Constitutionale (Italia), atau Verfassungsrecht (Jerman). Dari segi bahasa, istilah 

Constitutional Law dalam bahasa Inggris memang biasa diterjemahkan sebagai 

                                                
1 Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, cet. keenam, Jakarta : 

Dian Rakyat, Hal. 2. 
2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. 

kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal. 22. 
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“Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Negara” itu sendiri jika 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, niscaya perkataan yang dipakai adalah 

Constitutional Law.3 

Di antara para ahli hukum, ada pula yang berusaha membedakan kedua 

istilah ini dengan menganggap bahwa istilah Hukum Tata Negara itu lebih luas 

cakupan pengertiannya dari pada istilah Hukum Konstitusi. Hukum Konstitusi 

dianggap lebih sempit karena hanya membahas hukum dalam perspektif teks 

undang-undang dasar, sedangkan Hukum Tata Negara tidak hanya terbatas pada 

undang-undang dasar. Pembedaan ini sebenarnya terjadi karena kesalahan dalam 

mengartikan perkataan konstitusi (verfassung) itu sendiri yang seakan-akan 

diidentikkan dengan undangundang dasar (gerundgesetz). Karena kekeliruan ter 

sebut, Hukum Konstitusi dipahami lebih sempit daripada Hukum Tata Negara.4 

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, 

dan “negara”, yang di dalamnya dibahas mengenai urusan penataan negara. Tata 

yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga diterjemahkan 

sebagai “tata tertib”. Tata negara berarti sistem penataan negara, yang berisi 

ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. 

Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan 

cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, 

mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta 

mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Hanya saja, 

yang dibahas dalam Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi itu sendiri hanya 

                                                
3 Sri Soemantri, 1993. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan 

Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia,  Jakarta: Sinar Harapan Hal. 29. 
4 Ibid., Hal. 23. 
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terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan aspek hukumnya saja. Oleh karena 

itu, lingkup bahasannya lebih sempit daripada Teori Konstitusi sebagaimana yang 

dianjurkan untuk dipakai oleh Prof. Dr. Djokosoetono, yaitu Verfassungslehre 

atau Theorie der Verfassung.5 

Di antara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang 

sama tentang definisi hukum dan demikian pula dengan definisi hukum tata 

negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan-

perbedaan itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan di 

antara para ahli hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat disebabkan oleh 

perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang dijadikan objek penelitian oleh 

sarjana hukum itu masingmasing. Misalnya, di negara-negara yang menganut 

tradisi common law tentu berbeda dari apa yang dipraktikkan di lingkungan 

negara-negara yang menganut tradisi civil law.6  

Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata 

Negara dari berbagai sumber Jimly Assidiqi menyimpulkan bahwa: 

(a) hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu     

hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik; 

(b) definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak 

hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme 

hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan 

                                                
5 Djokosoetono, 1982 Hukum Tata Negara, Himpunan oleh Harun Alrasid,  Jakarta  : Ghalia 

Indonesia, Hal. 45. 
6 Jimly Assidiqi,  2006. Pengantar Hukum Tata Negara  Jilid 1,  Jakarta :  Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK RI, Cetakan pertama. Hal. 23-24. 
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yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu 

dengan warga negara; 

(c) hukum tata negara tidak hanya merupakan Recht atau hukum dan apalagi 

hanya sebagai Wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah lehre atau 

teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai 

verfassungsrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassungslehre (teori 

konstitusi); dan 

(d) hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari 

negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun yang mempelajari negara 

dalam keadaan bergerak (staat in beweging).7 

 Lebih lanjut Jimly Assidiqi berpendapat bahwa dalam studi hukum tata negara 

atau constitutional law, di mana pun berada, selalu ditelaah mengenai (a) 

Konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai 

perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses 

pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, cakupan substansi, ataupun muatan isinya sebagai hukum 

dasar yang tertulis; (b) Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan 

acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan 

organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam 

menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan; (c) Struktur 

kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan 

negara, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal; dan (d) Prinsip-

prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara 
                                                

7Ibid, Hal. 34-35.  
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beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur 

pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan 

hukum.8 

 Berdasarkan pendapat para ahli Hukum Tata Negara sebagaimana yang 

telah di uraikan, maka dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti maka sudah 

barang tentu penelitian ini merupakan objek dan lingkup kajian Hukum tata 

Negara karena objek penelitian ini adalah TNI sebagai lembaga Negara yang 

keberadaannya di atur dalam koonstitusi Indonesia dan Undang-undang serta 

peraturan lainnya. 

 

2. Pembagian Kekuasaan Negara 

Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah dengan adanya 

pembagian kekuasan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. John Locke (1690) 

dalam bukunya Two Treaties on The Government, memisahkan kekuasaan negara 

yakni legislatif, eksekutif dan federatif.9 Teori John Locke kemudian 

dikembangkan oleh Montesquieu (1748) dalam bukunya L’Esprit de Lois, yang 

membagi dalam tiga kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, 

dan kekuasaan yudikatif, masing-masing kekuasaan mempunyai lapangan 

pekerjaan sendiri yang harus dipisahkan antara satu dengan yang lain dan 

kekuasaan tersebut dipegang oleh tiga badan keriegaraan yang berbeda.10 

 

 

                                                
8 Ibid. Hal. 78. 
9 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.  Op Cit  Hal 3 
10Ibid  
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Ajaran Trios Politica tersebut terus berkembang yang kemudian oleh van 

Vollenhoven dalam bukunya Staatsrecht Overzee membagi kekuasaan menjadi 

empat kekuasaan/yang disebut dengan catur praja, keempat kekuasaan tersebut 

adalah : 

1. Membuat Peraturan (regeling); 

2. Pemerintahan dalam arti sempit (bestuur) 

3. Mengadili (rechtspraak); 

4. Polisi (Politie).”11 

Ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan bertujuan untuk membatasi 

kekuasaan badan-badan atau pejabat penyelenggaraan negara dalam batas-batas 

cabang kekuasaan masing-masing.12 Sistem pemisahan kekuasaan yang 

diintrodusir dalam UUD 1945 selanjutnya disebut dengan sistem pembagian 

kekuasaan. 

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan 

cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan 

kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum bersifat kekuasaan, setiap 

kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-

wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and 

absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi 

dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 

checks and balance.; dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi 

dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan 

                                                
11 Van  Vollenhoven. 1934. Staatsrecht Overzee. Leiden Amsterdam. Hal 105  
12 Bagir Manan. 1999. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta  : Fak Hukum UII dan Gama Media. 

Hal 9 
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membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. 

Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu 

organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.13 

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang 

pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, 

seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. 

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, 

Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain 

sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnva dianggap 

sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang 

menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak 

seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian 

pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting 

untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh 

pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang 

memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro-demokrasi, bank 

central dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang 

dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga 

atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena 

itu, independensi lembaga- lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk 

menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.14 

                                                
13 Jimly Asshiddiqie. 2004 .Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Mahkamah 

Konstitusi  Press. Hal 159-160 
 

14 Ibid 
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Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen ketiga) menyatakan 

bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar 1945  Kekuasaan yang dimiliki oleh MPR setelah amademen 

ketiga tahun 2001 telah mengalami pergeseran dan tidak lagi mempunyai 

kekuasaan seperti yang disebut oleh Ismail Suni yakni “No Rival Authority15, 

yang diperoleh dari rakyat melalui sistem dan mekanisme demokrasi dengan cara 

dilaksanakannya Pemilihan Umum. 

Setelah perubahan keempat UUD 1945 keberadaan MPR, yaitu 

sebelumnya disebut sebagai lembaga tertinggi negara telah mengalami perubahan 

yang mendasar, namun keberadaannya tetap diakui, sehingga pada hakikatnya 

sistem yang dianut oleh UUD 1945 trikameralisme yakni MPR, DPR dan DPD. 

Mekanisme kerja MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam Pasal 2 ayat 

(2) ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 

sekali dalam lima tahun, sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR/ 2000 

jo Nomor II/MPR/1999 yang berbunyi bahwa “Majelis mengadakan Sidang 

Tahunan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga 

tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat 

menetapkan putusan Majelis lainnya. Dengan mekanisme kerja MPR tersebut 

menunjukkan bahwa MPR sebagai lembaga tinggi negara tetap kuat dibandingkan 

dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. 

UUD 1945 memberikan kedudukan kepada Presiden, Selain mempunyai 

kekuasaan eksekutif, Presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk undang-

undang, kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, amnesti dan 
                                                

15 Ismail Suni. 1978 Mekanisme Demokrasi Indoensia. Jakarta : Aksara Baru. Hal 16 
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abolisi).16 Hal seperti ini tidak hanya berlaku menurut sistem UUD 1945 akan 

tetapi juga berlaku di negara lain seperti Amerika Serikat, namun Presiden 

Amerika sebagai penyelenggara pemerintahan tidak dibekali dengan kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang akan tetapi Presiden Amerika Serikat 

mempunyai kekuasaan memberi persetujuan atau memveto rancangan undang-

undang yang sudah disetujul oleh Congress.17 

Kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan itu dibatasi oleh 

UUD, sehingga ia tidak dapat berbuat menyimpang dari padanya. Dalam 

menjalankan pemerintahan itu Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara dan 

tanggung jawab tetap ditangan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 

menganut sistem presidentil, karena kekuasaan dan tanggungjawab pemerintahan 

terletak di tangan Presiden.18 TNI sebagai  salah satu alat Negara dibawah 

kekuasaan eksekutf  yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang 

Pertahanan oleh sebab itu dalam pelaksanaan tugasnya Presiden berwenang dan 

bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. 

Rumusan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen pertama Tahun 

1999 menetapkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa kekuasaan Presiden membentuk 

undang-undang sebelum amandemen telah bergeser kepada DPR sebagaimana 

telah ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen pertama 

tahun 1999 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. 

                                                
16 Bagir Manan. Op. Cit. Hal 32 
17 Ibid 
18 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Op. Cit. Hal 198 
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Pasal 19 UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000 menetapkan 

bahwa DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hubungan ini Moh. Yamin 

berpendapat bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat tidak harus ditetapkan dengan 

Undang-Undang pemilihan, tetapi dengan undang- undang biasa/umum, sehingga 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang disusun itu bisa saja dengan 

pemilihan dan pengangkatan/ penunjukan asal dengan Undang-Undang. 

Ketentuan dalam Pasal 19 UUD 1945 baik sebelum maupun setelah 

amandemen kedua tahun 2000 menunjukkan bahwa kata perwakilan mengandung 

maksud bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat harus diisi oleh rakyat 

dalam suatu pemilihan umum yang jujur. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bahwa Dewan 

Perwakilan Rakyat merangkap sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. Berkenan dengan dengan perangkapan jabatan tersebut anggota-anggota 

DPR akan menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan politik dan strategi Majelis yang 

harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lainnya. 

 

3. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara 

Pertahanan Negara sebagaimana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 

1 ke-1 Undang-undang Nomor  3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah 

segala usaha ntuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.  
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Menurut Sayidiman Suryohadiprojo Pertahanan Negara merupakan salah 

satu unsur sistem keamanan nasional. Pertahanan Negara dilakukan untuk 

menghadapi dan mengatasi serangan fisik militer yang dilakukan Negara lain 

terhadap Indonesia. Dengan  menyerang Indonesia menggunakan kekuatan 

militer, Negara tersebut melakukan perang terhadap Indonesia.19  

Dalam Lampiran poin 4, Peraturan Presiden (Perppres) No. 7 Tahun 2008 

Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Keamanan Nasional Indonesia 

dirumuskan sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam 

Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cakupan konsep keamanan 

nasional Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan 

memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan negara, 

keamanan negara, keamanan publik dan keamanan  individu. Kepentingan 

nasional Indonesia terdiri dari 3 (tiga) strata : 

1. Mutlak, kelangsungan NKRI, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional, 

dan keselamatan bangsa Indonesia. 

2. Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar 

suku, agama, ras, dan golongan (SARA), penghormatan terhadap HAM, dan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 

3. Pendukung; Keterlibatan Indonesia dalam mendukung dan mewujudkan 

perdamaian dunia dan ketertiban dunia. 

                                                
19 Sayidiman Suryohadiprojo, 2005 Sivis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara 

yang Modern dan Efektif,  Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,  Hal. 8. 
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 Sementara dalam draft Rancangan Undangundang Keamanan Nasional 

versi kelompok kerja (pokja) Departemen Pertahanan Januari 2007, disebutkan 

bahwa Keamanan Nasional Indonesia adalah: 

1. fungsi pemerintahan yang diselenggarakan untuk menjamin tegaknya 

kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, terjaminnya keamanan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan negara, perikehidupan rakyat, masyarakat dan 

pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan 

2. Kondisi keamanan yang berlaku dalam ruang lingkup sebagian atau seluruh 

wilayah NKRI. 

Selanjutnya  konsep  Dephan  dalam RUU Kamnas yang membagi 

keamanan : 

1. Keamanan Insani adalah fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan 

penegakan hak-hak dasar setiap warga negara.  

2. Kemanan Public adalah fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan 

penegakan. pemeliharaan.dan  pemulihan  keselamatan   masyarakat   serta 

keamanam  dan   ketertiban   masyarakat   melalui penegakan hukum 

perlindungan. pengayoinan dan pelayanan masyarakat. 

3. Keamanan Negara adalah fungsi pemerintahan untuk mengatasi ancaman 

yang timbul di dalam negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah, keselamatan. Kehomatan bangsa 

4. Pertahanan Negara adalah fungsi pemerintahan untuk mengatasi ancaman dari 

dalam dan luar negeri dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah. keselamatan dan kehormatan bangsa.  
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4. Kekuasaan Presiden di Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Kekuasaan Presiden di bidang Pertahanan dan keamanan diatur dalam 

UUD 1945 pasal 10 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan 

yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.  

selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan 

keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat 

semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (3) 

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan 

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 

hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, 

syarat-syarat  keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan 

undang-undang. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam kedua pasal tersebut 

diatas secara khusus diatur dalam Undang-undang dibidang Pertahanan dan 

Keamanan Negara yaitu : 
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a.  Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang 

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, 

serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina 

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam 

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat (Pasal 1 angka 5) 

 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

Logika sebagai salah satu fungsi pemerintahan, Polri adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan negara yang diketuai oleh 

Presiden. 

 Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh (Pasal 3): 

a. kepolisian khusus;  

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau  

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
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menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri (Pasal 5 ayat (1)). Dalam kedudukannya sebagai alat negara, 

Polri berkekedudukan di bawah presiden sebagai kepala negara karena 

presiden sebagai kepala negara merupakan personifikasi dari NKRI.  

 Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 

disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 7). Rasio 

mengapa diatur lebih lanjut dengan Keppres karena letak kepolisian yang 

berada di bawah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Oleh karena itu, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada 

presiden. 

 Terdapat hubungan hirarkisitas antara polri dengan polda diseluruh 

indonesia (Pasal 10). Adanya hubungan hirarkisitas ini karena negara 

memberikan kekuasaannya kepada Polri dan Polri merupakan satu 

kesatuan, sehingga ada garis komando dari Kapolri kepada Kapolda di 

seluruh Indonesia. 

 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR 

(Pasal 11). Logika ini sedikit bermasalah ketika Kapolri adalah pembantu 

presiden dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Sebaliknya 

ketika Kapolri adalah pembantu presiden dalam kedudukannya sebagai 

kepala negara, pengangkatan dan pemberhentian kapolri memang perlu 
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persetujuan rakyat, melalui DPR-Parlemen, karena presiden adalah 

personifikasi dari NKRI. 

 Ada batasan waktu persetujuan DPR yaitu 20 hari sejak diterima surat 

presiden (Pasal 11 ayat (3)) mengenai pengangkatan dan pemberhentian 

Kapolri. Pertanyaannya kemudian, jika presiden mengajukan calon yang 

sama, walaupun calon tersebut telah ditolak oleh DPR sebelumnya, 

bagaimana penyelesaiannya?  

   Tugas Pokok Polri (Pasal 13): 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 Anggota kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Pasal 29). 

Konsekuensinya pemeriksaan dan penuntutan juga dilakukan oleh 

kepolisian (Internal Affairs) dan kejaksaan. Hal ini didasarkan karena 

kepolisian sama kedudukannya dengan common civilian. 

 Adanya lembaga kepolisian nasional, sering disebut Komisi Kepolisian 

Nasional, yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden (Pasal 37). Tugas pokok komisi ini adalah (Pasal 38): 

a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; dan  

b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Kapolri 
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 Komisi Kepolisian Nasional beranggotakan 6 orang yang berasal dari 

unsur pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. 

 Bantuan diberikan kepada TNI ketika terjadi keadaan darurat militer dan 

keadaan perang (Pasal 41) yang akan diatur lebih lanjut dengan PP. 

b.    Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 tentang  Pertahanan Negara  

 Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1). 

 TNI terdiri dari Angkatan Darat. Laut, dan Udara (Pasal 10 ayat (2)) 

 TNI adalah alat pertahanan negara (Pasal 10 ayat (1)). Konsekuensi 

sebagai alat pertahanan negara adalah TNI berkedudukan di bawah 

presiden sebagai kepala negara. 

 Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan 

negara untuk (Pasal 10 ayat (3)) : 

a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; 

c. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; 

d. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (MOOTW: Military 

operation Other Than War); dan 

e. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional 

dan internasional. 

Ketika TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara maka 

presiden adalah penentu kebijakan umum pertahanan negara (Pasal 13 
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ayat (2)). Dalam melaksanakan kewenangan ini presiden dibantu oleh 

Dewan Pertahanan Nasional yang mempunyai fungsi sebagai penasihat 

presiden khusus dalam bidang menetapkan kebijakan umum pertahanan 

dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara (Pasal 15 ayat (2)). 

Dewan ini diketuai sendiri oleh Presiden dan beranggotakan Anggota 

Tetap (yang terdiri dari Wapres, MenHan, Menlu, MenDagri dan 

Panglima TNI) dan Anggota tidak Tetap (yang terdiri dari pejabat 

pemerintah dan pejabat non pemerintah yang dianggap perlu dalam 

masalah yang dihadapi).  

 Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem 

pertahanan negara (Pasal 13 ayat (1)). Kedudukan presiden dalam pasal 

ini, secara umum adalah sebagai kepala negara karena TNI adalah alat 

pertahanan negara. 

 Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan TNI (Pasal 

14 ayat (1)). Akan tetapi jika ada ancaman bersenjata, pengerahan TNI 

oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR. Persetujuan DPR 

dimasukan sebagai salah satu syarat pengerahan TNI untuk ancaman 

bersenjata dengan dasar: 

1. Adanya konsekuensi anggaran dalam pengerahan TNI 

2. TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga rakyat melalui parlemen 

diperlukan persetujuannya (Civilian Supremacy). 

3. Menanggulangi penyalahgunaan kekuatan TNI. 
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4. Adanya pendekatan hukum humaniter dalam kekuasaan militer 

presiden. 

Selain itu, presiden dapat mengerahkan TNI terlebih dahulu dalam 

keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata (Pasal 14 ayat 

(3)) dan maksimal 2x24 jam, presiden harus mendapatkan persetujuan dari 

DPR (Pasal 14 ayat (4)). Sebenarnya kewenangan ini agak berbahaya 

karena mungkin dalam waktu 2x24 jam setelah pengerahan TNI telah 

terjadi peperangan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ketika 

kerugian itu telah nyata terjadi, bagaimana proses pengembalian keadaan 

dan pemberian ganti rugi terhadap hal tersebut  ? Dalam UU ini belum 

diatur. Pada sisi lain, proses ini sangat bergantung pada kegiatan 

intelegensi yang dilakukan oleh TNI, Mungkin ini adalah salah satu cara 

meminta pertanggung jawab penyelenggara kegiatan intelegensi dalam 

tubuh TNI, karena selama ini kegiatan intelegensi selalu menggunakan 

rahasia negara sebagai ”tameng” untuk tidak mempertanggung-

jawabkannya usulan yang diberikannya. 

 Yang  dimaksud  dengan ancaman bersenjata adalah berbagai  usaha          

dan  kegiatan oleh kelompok atau pihak yang terorganisasi dan bersenjata, 

baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa (Penjelasan Pasal 14 ayat 

(2)). 

 Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dengan persetujuan 

DPR. Ini merupakan reduksi kekuasaan presiden sebagai kepala negara yang 
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dilakukan melalui UU. Di satu sisi ada pembenaran terhadap ketentuan ini. 

Pembenarannya  adalah  adanya  supremasi  sipil  terhadap  militer             

dan  presiden  setuju  untuk  direduksi  kekuasaannya    karena  UU 

merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden. Di sisi lain, ketentuan ini menyalahi ketentuan 

yang ditetapkan dalam UUD 1945.  Suatu UU seharusnya tidak 

mempersempit ataupun memperluas ketentuan yang ditentukan dalam UUD 

karena UUD adalah bentuk perjanjian yang tertinggi yang disetujui oleh 

rakyat. 

 Kandidat yang diusulkan presiden untuk menjadi panglima TNI adalah 

kandidat yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepal staf angkatan 

(Pasal 17 ayat (2)), sedangkan kepala staff angkatan diangkat dan 

diberhentikan presiden berdasarkan usulan dari panglima TNI(Pasal 17 ayat 

(3)).  

 Panglima TN menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, 

pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan 

operasional (Pasal 18 ayat (2)) dan mempertanggung jawab kepada Presiden 

dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 18 ayat (4)) 

 

E. Metode  Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah penelitian 

hukum normatif yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang 
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berkaitan dengan tugas pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat terhadap hasil penelitian dan analisis tentang tugas 

pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia.  

 

3. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya 

kekaburan norma berkenaan dengan tugas pertahanan yang diemban oleh Tentara 

Nasional Indonesia. 

Selain itu, terdapat pula ketidaksinkronan norma yang berkaitan dengan 

Tugas  Tentara  Nasional Indonesia dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Negara. 

 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan yang ada relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti yaitu 

Kedudukan,  Fungsi  dan  Tugas  Tentara  Nasional Indonesia dalam Sistem 

Pertahanan dan Keamanan Negara, yang terdiri dari :  
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) TAP MPR Nomor  VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. 

3) TAP MPR Nomor  VII / MPR / 2000 tentang Peran TNI dan Polri. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU  Nomor 

Nomor  74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia 

8) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum 

Pertahanan Negara. 

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer 

yang meliputi buku teks, makalah, hasil seminar, rancangan undang-undang 

serta beberapa artikel ilmiah yang ditulis para pakai yang berhubungan dengan 

Tugas  Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Negara.  

c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  hukum  penunjang,  yang   mencakup 

bahan - bahan  yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap 

hukum primer dan sekunder yaitu : Kamus Bahasa Indonesia dan  Kamus 

Hukum 
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5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dihimpun 

melalui  studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah dalam 

penelitian ini.  

Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dikumpulkan 

dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang saling 

berkaitan satu sama lain, kemudian aturan itu dikaji dan ditelaah untuk menjawab 

pokok masalah dalam penelitian ini. 

Agar memudahkan mengumpulkan bahan hukum sekunder, maka 

digunakan sistem kartu (card system) yang disusun berdasarkan nama pengarang 

dan dibahas berdasarkan pokok masalah secara sistematis. 

 

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum  

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif pada 

hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan klasifikasi sistematisasi 

bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa teori, dan pendapat para ahli yang 

berkaitan dengan  pokok masalah.  Bahan hukum yang di dapat tersebut kemudian 

dianalisis secara kualitatif dan sistematis untuk menemukan kesimpulan dari 

permasalahan yang dibahas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

menganalisis bahan hukum sebagai berikut : 

a. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan kemudian 

dipilih pasal-pasal yang mengatur kaidah hukum tentang  Tugas  Tentara   
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Nasional   Indonesia   dalam  Sistem  Pertahanan  dan Keamanan Negara. 

b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan 

klasifikasi tertentu untuk dianalisa dan kemudian dicari kesimpulannya. 

c. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis 

secara induktif  kualitatif. 

 

F.   Sistematika Penulisan 

Sebagai pertanggungjawaban, maka pelaporan tesis ini akan disusun dan 

dipaparkan dalam 4 (empat) bab. 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar 

belakang masalah,  kemudian diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi isu 

sentral pengkajian tesis ini. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan, 

maka dalam bab ini, juga dirumuskan  tujuan dan kegunaan dari penelitian yang 

akan dilakukan. Selanjutnya dipaparkan tinjauan pustaka sebagai dasar kerangka 

pemikiran  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian ini,  selain   itu     juga 

diuraikan mengenai metode yang  dipergunakan dalam penelitian.  Terakhir  bab  

ini  akan diuraikan  pertanggung jawaban  pelaporan  tesis  yaitu  sistematika  

penulisan tesis. 

Bab II merupakan pembahasan dan hasil analisis permasalahan pertama 

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu  Tugas Pertahanan Tentara Nasional 

Indonesia dalam sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia.  Agar lebih 

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti, maka dalam 

bab II ini dibagi menjadi  3 (tiga) sub bab, yaitu :  Kedudukan  Tentara Nasional 
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Indonesia  dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia,  Tugas Tentara Nasional 

Indonesia  dalam Pertahanan Negara dan Mekanisme pengerahan kekuatan Tentara 

Nasional Indonesia.  

Selanjutnya dalam Bab III merupakan pembahasan dan hasil analisis 

terhadap permasalahan kedua  yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu  : 

Hubungan  Tugas Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Sistem  Pertahanan dan Keamanan Negara.  Agar lebih 

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti, maka dalam 

bab III ini dibagi menjadi  3 (tiga) sub bab, yaitu :  Tugas Tentara Nasional 

Indonesia  dalam Operasi Militer selain Perang ,  Hubungan tugas TNI dengan Polri  

dalam Pertahanan dan Keamanan Negara,  Hubungan ideal antara TNI dengan Polri  

dalam Pertahanan dan Keamanan Negara.  

Bab IV merupakan bab Penutup  yang berisi kesimpulan dari hasil 

pembahasan dan analisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  Berdasarkan 

kesimpulan itu direkomendasikan pula saran  yang dipandang bermanfaat sebagai 

alternatif pemecahan masalah. 
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BAB II 

TUGAS PERTAHANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM  

SISTEM  KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 
 
A. Kedudukan  Tentara Nasional Indonesia  dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia 

Tantangan terbesar bagi Pemerintahan Sipil di Indonesia adalah bagaimana 

mengefektifkan kontrol sipil atas semua institusi reformasi bidang keamanan tersebut. 

Bercermin kepada konsepsi negara demokratik, maka kontrol sipil atas militer dalam 

persfektif hubungan sipil-militer, Huntington memperkenalkan dua bentuk kontrol 

sipil. Pertama, kontrol sipil subyektif (subjective civilian control), yaitu 

memaksimalkan kekuasaan sipil. Dalam bahasa yang sederhana, model ini diartikan 

sebagai upaya meminimalisir kekuasaan militer, dan memaksimalkan kekuasaan 

kelompok sipil. 

Kedua, kontrol sipil obyektif (objective Civillian control), yakni 

memaksimalkan profesionalisme militer. Model ini menunjukkan adanya pembagian 

kekuasaan politik antara kelompok militer dan kelompok sipil yang kondusif menuju 

perilaku profesional. Kontrol sipil obyektif bertolak belakang dengan kontrol sipil 

subyektif. Kontrol sipil subyektif mencapai tujuannya dengan mensipilkan militer dan 

membuat mereka sebagai alat kekuasaan belaka. Sedangkan kontrol sipil obyektif 
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mencapai tujuan dengan memiliterisasi militer dan membuat mereka sebagai alat 

negara.20 

Inti dari kontrol sipil obyektif adalah pengakuan otonomi militer profesional, 

sedangkan kontrol sipil subyektif adalah pengingkaran sebuah independensi militer. 

Kontrol sipil obyektif akan melahirkan hubungan sipil-militer yang sehat dan lebih 

berpeluang menciptakan prinsip supremasi sipil, sebaliknya, kontrol subyektif 

membuat hubungan sipil-militer menjadi tidak sehat. Oleh sebab itu, kontrol obyektif 

tidak hanya sekedar meminimalisir intervensi militer ke dalam politik, tapi juga 

memerlukan keunggulan otoritas sipil yang terpilih (elected politicians) di semua 

bidanng politik, termasuk dalam penentuan anggaran militer, konsep, dan strategi 

pertahanan nasional. 

Berkenaan dengan kontrol sipil atas militer,  TAP MPR Nomor VII/2000 

tentang Peran TNI dan Polri, menentukan bahwa Panglima TNI di bawah Presiden 

dan Menteri Pertahanan juga di bawah Presiden. Selain itu UU Nomor 3 Tahun 2002 

juga menegaskan bahwa Panglima dibawah Presiden. Berdasarkan kedua aturan ini, 

kedudukan  Panglima TNI  sejajar  dengan Menteri Pertahanan, karena sama-sama di 

bawah Presiden. 

Kedudukan Panglima TNI di bawah Presiden juga berarti jabatan tersebut 

masih  merupakan jabatan setara kabinet. Artinya, TNI tetap terlibat dalam proses  

kebijakan dalam tataran politik yang seharusnya murni merupakan kewenangan  

pemerintah. 

                                                
20 Huntington dalam Hankam 2007. TNI dan Polri : Analisis tentang Penataan Kelembagaan 

Politik dalam Pembaruana Bidang Keamanan di Indonesia. Jakarta : Dephankam RI 
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Kedudukan Panglima TNI sejajar dengan Menteri Pertahanan karena didasari 

atas pertimbangan historis dan psikologis,  agar memungkinkan keterlibatan Panglima 

TNI  dalam pengambilan keputusan politik khususnya yang terkait dengan 

pertahanan.  

Dalam hubungan ini, Panglima TNI merupakan ”inner circle” dari Presiden; 

hadir dalam sidang-sidang kabinet dan sidang koordinasi dengan Menteri Pertahanan 

yang menyangkut pertahanan keamanan dalam dan luar negeri.21  

Relasi seperti atau senopati. Di sini panglima tunduk kepada Presiden yang 

berkedudukan sebagai seorang supreme commander atau panglima tertinggi. Akan 

tetapi, jarang sekali Panglima TNI ini dikenal dengan hubungan sipil-militer yang 

setara dan terkendali ( equal relation – controllable ). Dimana titik temu 

keseimbangan kerja sama yang saling mendukung hubungan sipil-militer akan 

diperoleh pada saat kepentingan pemerintahan/kekuasaan sipil merasakan perlunya 

dukungan militer, pada sisi yang lain kepentinngan internal institusi militer untuk 

mempertahankan otonominya.22  

Edy Prasetyono mengatakan, kedudukan Panglima TNI langsung di bawah 

Presiden didasarkan Ketetapan MPR kemudian diartikan bahwa panglima mempunyai 

kedudukan sejajar dengan menteri pertahanan dan karena itu tidak ada hubungan 

subordinasi antara panglima dan Menteri Pertahanan. Hal ini disebabkan atas 

ketidakjelasan posisi panglima yang mempunyai dua makna. Pertama, panglima bisa 

diartikan komandan perang sekaligus berperan sebagai senopati dalam suatu operasi 
                                                

21 Burhan Djabir Magenda dalam Arif Yulianto. 2002. Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca 
Orba. Jakarta : Grafindo. Hal xvii-xviii 

22 Tim Peneliti PPW-LIPI. 1999. Tentara Mendamba Mitra. Bandung : Mizan. Hal 174-176 
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militer. Biasanya, untuk melakukan operasi ditunjuk panglima komando atau 

komandan operasi. Perintah operasi mengalir dari Presiden, yang kemudian secara 

faktual dikomunikasikan melalui Panglima TNI kepada komandan operasi. Peran 

panglima lebih banyak sebagai penasihat militer dan dalam perencanaan operasi 

militer, bukan panglima dalam pengertian senopati. Makna kedua, panglima sebagai 

pemimpin sebuah organisasi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Sebagai 

pemimpin organisasi TNI, panglima bertugas menjabarkan kebijakan pertahanan 

yang dirumuskan Menteri Pertahanan ke dalam pengembangan kekuatan TNI dan 

langkah-langkah operasional TNI. Di sinilah Panglima TNI tunduk dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Pertahanan, sebagai perpanjangan tangan Presiden. Sayangnya, 

kedua makna panglima tersebut tidak diselesaikan secara kelembagaan sehingga 

sering lahir penafsiran yang terbuka tentang hubungan antara Departemen dan 

Menteri Pertahanan dengan Mabes dan Panglima TNI. Bisa jadi, kerumitan ini juga 

disebabkan oleh kemiskinan bahasa Indonesia yang menyebut kedua posisi tersebut 

sebagai panglima.23  

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Panglima TNI 

adalah :  1. memimpin TNI; 2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. 

menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; 4. 

mengembangkan doktrin TNI; 5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi 

kepentingan operasi militer; 6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta 

memelihara kesiagaan operasional; 7. memberikan pertimbangan kepada Menteri 

                                                
23 Edy Prasetyono. 2005. Memberdayakan Departemen Pertahanan. dalam Kompas tanggal 1 

November 2005 
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Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; 8. memberikan 

pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan 

kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; 9. memberikan pertimbangan 

kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis 

pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; 10. 

menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi 

militer; 11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi 

kepentingan operasi militer; serta 12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pertahanan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2002 ialah: 

1. Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan 

negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.  

2. Menteri Pertahanan menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan 

kerjasama bilateral, regional dan internasional di bidangnya.  

3. Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, 

pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri 

pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.  

Terlihat dari pembagian kewenangan dan tanggung jawab keduanya diatas 

terlihat masih ambigu dan saling menegasikan peran masing-masing serta tidak ada 

kejelasan tentang menempatkan posisi Panglima TNI dibawah kontrol Menhan. 

Ketidak jelasan posisi inilah membuat intepretasi sebagaimana didalam Buku Putih 
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Dephan disebutkan disana, Tugas TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan 

sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara ditentukan melalui keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung 

jawab politik TNI ada pada pimpinan nasional. Hal inilah yang menjadi landasan atas 

posisi Panglima TNI langsung dibawah Presiden sehingga sejajar dengan Menhan. 

Beberapa pengamat dan akademisi berpendapat ada kemajuan yang 

signifikan, namun UU Nomor 34 Tahun 2004 harus diperbaiki  yaitu salah satunya 

mengenai penempatan militer di bawah Departemen Pertahanan yang tidak eksplisit. 

Ada kontradiksi pada pasal yang berkaitan dengan penempatan militer di bawah 

Departemen Pertahanan. Bila pada Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 

disebutkan TNI dalam koordinasi Departemen Pertahanan, maka pada penjelasan 

terhadap pasal tersebut dijelaskan bahwa di masa yang akan datang TNI berada di 

bawah  Departemen Pertahanan. 

Sementara TNI bila mengacu kepada UU Nomor  34 Tahun 2004, maka posisi 

TNI berada dalam  koordinasi Departemen Pertahanan. Hanya saja posisi tersebut 

kurang ideal, karena seharusnya TNI berada di bawah Departemen Pertahanan, bukan 

sekedar koordinatif. Namun demikian, untuk saat ini kedudukan TNI relatif baik, 

karena Departemen Pertahanan masih belum cukup mampu untuk mengontrol 

sepenuhnya TNI dalam kebijakan maupun perumusan operasional lapangan. Hanya 

saja, yang perlu dipertegas lagi adalah bahwa kedudukan TNI di bawah koordinasi 

Departemen Pertahanan, bukan semata-mata hanya masalah admininstratif, 

melainkan juga terkait dengan perumusan kebijakan pertahanan yang mengikat di 

masa yang akan datang. 
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Seharusnya Panglima TNI sebagai pelaksana kebijakan pemerintah  berada di 

bawah Menteri Pertahanan yang menurut Pasal 16 UU No 3 Tahun 2002  tentang 

Pertahanan Negara berwenang untuk "menetapkan kebijakan tentang  

penyelenggaraan pertahanan negara" (Ayat 3) dan "merumuskan kebijakan umum  

penggunaan kekuatan TNI" (Ayat 5). Mekanisme bagi TNI untuk mewarnai  

kebijakan dapat dilakukan melalui kedudukan Panglima TNI sebagai anggota  tetap 

Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Melalui  mekanisme ini, 

Pasal 15 Ayat (2) UU No 3 Tahun 2002 menjamin keikutsertaan TNI  untuk memberi 

masukan bagi Presiden dalam "menetapkan kebijakan umum  pertahanan dan 

pengerahan segenap komponen pertahanan negara." 

Dengan Doktrin baru, TNI diharapkan akan makin menjadi tentara 

profesional, sebagaimana yang dicita-citakan. Prasyarat dari tentara profesional 

adalah menjalankan fungsi sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintahan sipil. 

Dengan fokus pada pertahanan negara, diharapkan TNI akan menjadi satu lokus bagi 

upaya menjaga setiap jengkal tanah air Indonesia dari ancaman negara asing dan 

kejahatan non-tradisional lainnya. 

 

B. Tugas Tentara Nasional Indonesia  dalam Pertahanan Negara  

Sebagai landasan hukum penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia diatur 

dalam UUD 1945, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di 

dalam UUD’1945 disebutkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara 

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara 
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Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan 

utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.  

Menurut Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945, “Tentara Nasional Indonesia terdiri 

atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara 

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan 

negara.” Ketiga angkatan tersebut, menurut Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor  34 Tahun 

2004, melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan 

Panglima. Selanjutnya. dalam Pasal 5, ditentukan hahwa TNI berperan sebagai alat 

negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan 

kebijakan dan keputusan politik negara. 

Adapun fungsi TNI, oleh Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 34 Tahun 

2004 tersebut, ditentukan sebagai berikut. 

(1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: 

a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata 

dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan bangsa; 

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) huruf a; dan 

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan 

keamanan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI 

merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. 
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Ketentuan demikian sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 30 

Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Usaha pertahanan dan keamanan negara 

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan 

rakyat sebagai pendukung.” Dengan demikian, keberadaan Tentara Nasional 

Indonesia sebagai institusi militer sangatlah vital artinya bagi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Bahkan di setiap negara, keberadaan institusi militer semacam 

ini mutlak diperlukan, baik dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang, 

baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi negara yang tidak normal atau 

darurat. 

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor  34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia  menentukan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Hal yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara dalam Pasal 7 

Ayat (1) tersebut adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan 

pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Sementara itu, yang dimaksud dengan 

menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan 

negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan 

dengan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melindungi segenap 
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bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta 

benda setiap warga negara. 

Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain 

adalah: 

a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam 

bentuk dan cara-cara, antara lain: 

1) invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata; 

2) bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya; 

3) blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

4) serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut. dan udara; 

5) keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah 

NKRI yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah 

disepakati; 

6) tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara 

lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI: 

7) pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan 

tindakan kekerasan di wilayah NKRI; 

8) ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden. 

b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain; 

c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan 

pemerintah yang sah; 
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d. sabotase dan pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital 

nasional; 

e. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia 

militer; 

f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama 

dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri; 

g. ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia, yang 

dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa: 

1) pembajakan atau perompakan; 

2) penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang 

dapat membahayakan keselamatan bangsa; 

3) penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut. 

h. konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat yang dapat 

membahayakan keselamatan bangsa. 

Tugas pokok yang dimaksud pada Ayat (1) tersebut dilakukan dengan atau 

melalui: (a) operasi militer untuk perang; dan (b) operasi militer selain perang. Hal 

yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan 

dan penggunaan kekuasaan tentara untuk melawan kekuatan militer negara lain yang 

melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu 

negara lain atau lebih yang didahului oleh adanya deklarasi pernyataan perang dan 

tunduk pada ketentuan hukum perang Internasional. 24 

                                                
24 Jimly Assiddiqie. 2008. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 251-

252 
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Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, keadaan darurat perang (state of 

war) dibedakan dari keadaan darurat militer. Pembedaan seperti ini masih terus 

berlaku sampai sekarang karena pengaturan mengenai hal ini masih didasarkan atas 

ketentuan Perpu No. 23 Tahun 1959 yang kemudan  diterima sebagai Undang-

Undang Prp No. 23 Tahun 1959.” Dalam undang-undang tentang keadaan bahaya ini, 

keadaan darurat perang (state of war) dibedakan dengan keadaan darurat militer, yang 

dibedakan lagi dengan keadaan darurat sipil. Ketiga macam keadaan bahaya atau 

keadaan darurat tersebut dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya masing-

masing, yaitu: 

a. keadaan darurat sipil; 

b. keadaan darurat militer; dan 

c. keadaan darurat perang. 

Ketiga tingkatan inilah yang dipakai untuk membedakan keadaan bahaya di 

Indonesia selama ini. Pelaksana kekuasaan pada tiap-tiap tingkatan keadaan bahaya 

tersebut berbeda-beda satu sama lain. Namun, penanggungjawab keadaan darurat, 

baik darurat perang, darurat militer, maupun darurat sipil adalah Presiden sebagai 

Panglima Tertinggi Negara, baik dalam keadaan darurat sipil, darurat militer, maupun 

dalam keadaan darurat perang. Sementara itu, pelaksana operasionalnya di lapangan, 

untuk keadaan darurat perang dan keadaan darurat militer adalah penguasa militer, 

dan untuk keadaan darurat sipil adalah penguasa darurat sipil. Di luar ketiga keadaan 

darurat tersebut adalah keadaan tertib sipil yang berarti keadaan tertib dan damai 

berdasarkan ketentuan hukum yang normal atau biasa (ordinary law). 
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Adapun prosedur dan persyaratan yang penting dalam memberlakukan suatu 

keadaan darurat, adalah : 

1. Pernyataan resmi yang dideklarasikan secara terbuka untuk umum yang berisi 

keputusan memberlakukan keadaan darurat itu oleh Presiden 

2. Pemberitahuan resmi perberlakuan keadaan darurat itu disampaikan kepada DPR 

untuk mendapatkan persetujuan bersama serta kepada DPD, MA dan MK untuk 

diketahui sebagaimana mestinya. 

3. Dalam hal darurat dimaksud hanya diberlakukan di daerah tertentu, maka 

pemberitahuan dimaksud harus pula disampaikan kepada DPRD Kabupaten/kota 

atau daerah provinsi setempat untuk  diketahui. 

4. Dalam hal lembaga-lembaga perwakian rakyat masih terus dapat berfungsi, maka 

selama masa berlakunya keadaan darurat itu, lembaga perwakilan rakyat yang 

dimaksud, yaitu DPR atau lembaga perwakilan rakyat setempat yaitu DPRD 

Provinsi/Kabuoaten/Kota setempat menjalankan tugasnya untuk mengawasi 

pelaksanaan pemerintahan dalam keadaan darurat. 

 

Dalam ketentuan umum Pasal (1) Undang-Undang Prp Nomor 23 Tahun 

1959 dinyatakan sebagai berikut. 

1. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian 

dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan 

keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila: 

a. keamanan atau ketertihan hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah 

Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-

kerusuhan atau akihat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat 
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diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; 

b. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah 

Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun juga; 

c. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaankeadaan khusus 

ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan 

hidup Negara. 

2. Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi 

Angkatan Perang. 

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan, “Keputusan yang menyatakan 

atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali 

jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut. Pengumuman 

pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya itu, menurut Pasal 2 Ayat (2), 

dilakukan oleh Presiden. Sementara itu, dalam Pasal 3 ditentukan sebagai berikut ; 

1. Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima 

Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat 

Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat; 

2. Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat 

militer/keadaan perang, Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu 

oleh suatu badan yang terdiri dari: 

a. Menteri Pertama (sekarang Menko Polkam) 

b. Menteri Keamanan/Pertahanan; 

c. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 

d. Menteri Luar Negeri; 
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e. Kepala Staf Angkatan Darat; 

f. Kepala Staf Angkatan Laut; 

g. Kepala Staf Angkatan Udara; 

h. Kepala Kepolisian Negara. 

3. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat mengangkat Menteri/Pejabat 

lain selain yang tersebut dalam Ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu. 

Struktur pemerintahan yang demikian itu tentu tidak cocok lagi dengan 

struktur yang ada dan berlaku sekarang. Dalam sistem pemerintahan presidentil yang 

dipraktikkan sekarang tidak dikenal lagi adanya jabatan Menteri Pertama. Dalam 

kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang 

Yoedhoyono dewasa ini, kementerian yang relevan dengan ketentuan di atas adalah: 

(i) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukkam); (ii) 

Menteri Pertahanan; (iii) Menteri Dalam Negeri; (iv) Menteri Luar Negeri; (v) 

Panglima Tentara Nasional Indonesia; (vi) Kepala Staf Angkatan Darat; (vii) Kepala 

Staf Angkatan Laut; (viii) Kepala Staf Angkatan Udara; (ix) Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Ada dua jabatan yang perlu atau dapat clitambahkan 

pada ketentuan UU Prp No. 23 Tabun 1959 tersebut, yaitu: (i) Menko Polhukam; dan 

(ii) Panglima TNI. Sementara itu, jabatan Menteri Pertama sama sekali tidak dikenal 

lagi dewasa ini. 

Di samping itu, urusan koordinasi Kementerian Pertahanan dan Keamanan 

yang dulunya tergabung menjadi satu departemen, sekarang dipisah menjadi urusan 

Menteri Pertahanan saja sedangkan urusan keamanan dianggap sepenuhnya menjadi 

urusan Kepolisian Negara atau dapat pula dilembagakan menjadi bidang koordinasi 



 50

salah satu kementerian lain sebagaimana banyak diwacanakan di kalangan para ahli. 

Jika koordinasi urusan kepolisian ini dimasukkan ke dalam salah satu departemen, 

misalnya, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, otomatis kedudukan Menteri 

Hukum dan HAM juga perlu dipertimbangkan untuk juga dimasukkan ke dalam 

keanggotaan Penguasa Keadaan Darurat tersebut di atas. Lagi pula, pemberlakuan 

keadaan darurat berkaitan erat dengan banyak persoalan hukum sehingga sangatlah 

wajar apabila Menteri Hukum dan HAM dimasukkan menjadi salah satu anggota. 

Penting pembaruan atas ketentuan UU No. 23 Prp Tahun 1959 itu tentu tidak 

hanya terbatas pada soal demikian. Masih dapat dipersoalkan juga adalah apakah 

untuk semua tingkatan keadaan darurat, struktur keanggotaan penguasa keadaan 

darurat itu mesti sama? Menurut penulis, jika keadaan bahaya yang diberlakukan 

termasuk kategori keadaan darurat sipil, keterlibatan Kepala Staf Angkatan Darat, 

Laut, dan Udara tidaklah mutlak diperlukan. Setidak-tidaknya, keterlibatan ketiga 

kepala staf itu ataupun salah satu di antaranya sangat tergantung kepada kebutuhan 

konkret pada tiap-tiap kasus per kasus. Apalagi, untuk keadaan darurat sipil yang ber-

sifat lokal di daerah tertentu, tidak perlu semua pejabat terlibat sampai ke tingkat 

Menteri Koordinator. Lagi pula, untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus Lapindo di 

Sidoarjo,justru menteri yang terkait adalah menteri-menteri teknis, yaitu Menteri 

ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Menteri Lingkungan Hidup. Kedua 

Menteri terakhir ini justru lebih perlu dilibatkan daripada Kepala Staf Angkatan 

Udara. 

Bahkan, seperti juga sudah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (3) UU No. 23 

Prp Tahun 1959, jika dipandang perlu, Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan 
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Perang dapat pula mengangkat Menteri atau Pejabat lain, selain yang tersebut dalam 

Pasal 3 Ayat (2). Misalnya, untuk mengatasi dan menanggulangi dampak bencana 

tsunami di Aceh dan Nias, oleb Presiden dibentuk badan khusus, yaitu Badan 

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias dan Aceh yang dikenal dengan singkatan BRR 

yang langsung bertanggurig jawab kepada Presiden. Dari pengalaman bencana 

tsunami di Aceh dan Nias ini pula kemudian dibentuk undang-undang tersendiri yang 

mengatur penanggulangan bencana, yaitu UU No. 24 Tahun 2007. Dalam undang-

undang ini, diatur pembentukan satu badan tersendiri, yaitu Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana yang akan mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 

segenap upaya penanggulangan bencana tersebut secara operasional di lapangan. 

Oleh karena itu, UU No. 23 Prp Tahun 1959 itu mernang perlu segera 

disempurnakan. Di samping itu, sebelum revisi atau penyempurnaan berhasil 

dilakukan, ketentuan UU No. 23 Prp Tahun 1959 itu sebaiknya dapat dilakukan 

dengan luwes dan disesuaikan dengan kenyataan yang berlaku dewasa ini. Dalam 

penerapan undang-undang ini di lapangan, perlu dipertimbangkan dengan saksama 

adanya kebutuhan-kehutuhan konkret yang bersifat khas pada setiap kasus per kasus. 

Dengan demikian, yang harus dijadikan pegangan bukanlah bunyi teks ketentuan 

normatifnya yang kaku, melainkan yang lebih utama adalah spirit filosofisnya untuk 

menyediakan fasilitas hukum guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 

keadaan darurat yang bersangkutan. 

 

 

 



 52

 

C. Mekanisme pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia  

Penerapan prinsip supremasi sipil dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

TNI masih terasa kabur. Kekaburan itu, misalnya, terlihat dalam ketidaktegasan  

kedudukan TNI dalam hubungannya dengan Presiden. Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 

2004  menyebutkan  bahwa "dalam penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan 

di bawah  Presiden". Rumusan ini mengesankan adanya pembatasan kewenangan 

Presiden  atas TNI dan seolah-olah TNI berada di bawah kendali Presiden hanya 

dalam  hal "penggunaan kekuatan" (gunkuat), namun belum tentu demikian dalam hal  

"pembinaan" dan "pembangunan" kekuatan (binkuat dan bangkuat). 

TNI masih ditempatkan sebagai entitas yang memiliki privilege  dalam hal-

hal yang berkaitan dengan pertahanan negara. Dalam Pasal 7 Ayat  (2), misalnya, TNI 

ditempatkan sebagai "komponen utama dalam sistem  pertahanan negara untuk 

menghadapi ancaman" tanpa ada kualifikasi mengenai  sumber, bentuk, dan sifat 

ancaman yang akan dihadapi. Rumusan demikian  mengabaikan peran komponen 

bangsa dan lembaga negara lainnya, yang oleh UUD  1945 Pasal 30 dijamin memiliki 

hak dan kewajiban yang sama dalam usaha  pertahanan negara. 

Lagi pula, Pasal 7 Ayat (2) UU No 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa TNI 

menjadi  komponen utama sistem pertahanan negara hanya dalam menghadapi 

ancaman  militer. Kemudian, Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam 

mengabdi  dan membela kepentingan negara dan bangsa, TNI melakukannya secara 

sukarela.  Padahal, sebagai alat negara, tugas mengabdi dan membela kepentingan 

negara  dan bangsa merupakan suatu keharusan atau kewajiban. 
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Dalam konteks strategis-pertahanan, kelemahan dari UU TNI juga cukup  

menonjol. Pertama, UU TNI tidak membuka ruang bagi kemungkinan terwujudnya  

modernisasi pertahanan, yang sejalan dengan dinamika ancaman, kemajuan  

teknologi, dan kemampuan negara. UU TNI masih menganut doktrin perang  rakyat 

(people's war), dan bukan pertahanan semesta (total defense) sebagai inti kekuatan 

pertahanan negara. Hal itu terlihat dalam Pasal 2 Ayat (1)  mengenai kemanunggalan 

TNI dengan rakyat. Rumusan ini menjadi problematik ketika Pasal 8 Ayat (2c) 

menyebutkan upaya  "mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat" itu dilakukan 

dengan  "melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenang 

TNI".  Ketidakjelasan mengenai kondisi yang disebut sebagai "kemanunggalan TNI 

dan  rakyat" dalam UU TNI itu mengaburkan fungsi dan tugas yang seharusnya  

dijalankan oleh TNI. 

Kedua, rumusan tugas TNI dalam Pasal 8 mengandung kerancuan dalam  

menjelaskan hubungan antartugas, yang menyebutkan TNI memiliki tiga tugas,  yakni 

operasi militer untuk perang, operasi militer selain perang, dan  pembinaan teritorial. 

Dari konteks doktrin pertahanan rakyat, konstruksi ini  problematik karena 

pembinaan teritorial (binter) seharusnya merupakan aspek  inheren bagi 

pengembangan kemampuan TNI dalam menjalankan operasi militer,  baik untuk 

perang maupun selain perang, dan bukan sebagai kategori tugas  yang terpisah dari 

kedua jenis operasi militer tersebut. 

Ketiga, penegasan atas kemanunggalan TNI dengan rakyat dan penempatan 

binter sebagai bagian tugas tersendiri, berimplikasi bagi pembakuan atas postur  

pertahanan nasional. Postur, yang terdiri dari kekuatan (strength),  kemampuan 
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(capability), dan gelar (deployment) bersifat dinamis. Pembakuan  binter sebagai 

tugas TNI dalam perspektif doktrin perang rakyat jelas  mempermanenkan komando 

teritorial (koter) sebagai wadah dan instrumen  pelaksana binter. Pada gilirannya, 

pembakuan koter akan mempersulit  pengembangan postur pertahanan yang sesuai 

dengan tantangan keamanan nasional dan kebutuhan pertahanan. Apabila kebutuhan 

akan modernisasi dan  pembangunan postur pertahanan dibatasi oleh sebuah undang-

undang, maka  kemampuan pertahanan Indonesia tidak akan pernah beranjak maju 

dari sistem  pertahanan yang mengandalkan kekuatan manusia (perang rakyat). 

Dalam hubungan itu, Pasal UU Nomor  34 Tahun 2004 menegaskan pula 

sebagai berikut : 

(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah 

Presiden. 

(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di 

bawah koordinasi Departemen Pertahanan. 

Artinya, dalam kaitannya dengan tugas operasional pengerahan dan 

penggunaan kekuatan militer, kedudukan TNI itu berada di bawah kekuasaan 

Presiden. Sementara itu, yang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen 

Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang 

meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengedaan, 

perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri 

pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya. Sementara 

itu, tugas-tugas yang berkenaan dengan pembinaan-pernbinaan kekuatan TNI 

berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada 
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pada Panglima TNI dengan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan. 

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI, menurut Pasal 

17 Ayat (1) berada pada Presiden. Sementara itu, dalam Ayat (2)-nya ditentukan 

bahwa dalam hal pengerahan kekuatan-kekuatan TNI yang dimaksud, Presiden harus 

mendapat persetujuan dari DPR. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (1), 

dalam keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman 

bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatanTNI. Dalam Penjelasan 

ayat ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah situasi 

dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan 

kerugian negara yang lehih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk 

mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata guna 

menyelamatkan kepentingan nasional. 

Dengan demikian, Tentara Nasional Indonesia haruslah benar-benar 

ditempatkan di luar ranah politik atau dinamika perpolitikan nasional. Politik tentara 

benar-benar hanya tergantung kepada politik negara sebagaimana terkandung dalam 

UUD 1945, bukan politik dalam arti sempit yang berada dalam ranah kekuasaan dan 

tarik-menarik dinamika hubungan politik antara Presiden dan DPR. Dalam sistem 

pemerintahan parlementer di Inggris, misalnya, yang berhubungan dengan parlemen 

juga adalah menteri. “... the armed forces are placed under the control of ministers of 

the Crown, who are in turn responsible to Parliament.”25 

Artinya, angkatan bersenjata juga tidak langsung berhubungan dengan 

parlemen, melainkan melalui menteri, yaitu “the Secretary of State for Defence” 

                                                
25 A.W. Brandley dan K.D. Ewing. 2003. Constitusional and Administrative Law. London : 

longman Hal. 330 
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yang membawahi tiga jabatan menteri, semacam menteri muda: yaitu (i) minister of 

state yang bertanggung jawab atas segala urusan teknis angkatan bersenjata; (ii) 

minister of state yang bertanggung jawab atas urusan `procurement and equipment; 

dan (iii) seorang `parliamentary under-secretary',;' semacam Sekretaris Jenderal, 

yang bertanggung jawab atas urusan umum. Para pejabat eksekutif di pemerintahan 

inilah yang seharusnya berhubungan dengan parlemen, sedangkan tugas-tugas 

panglima tentara dan para kepala staf angkatan seharusnya sama sekali tidak 

dikaitkan dengan urusan-urusan politik di parlemen. 

Demikian pula dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara, hanya mempunyai hubungan fungsional dengan Presiden secara 

terbatas. Para kepala staf tiga angkatan ini adalah tentara profesional yang memegang 

tongkat komando masing-masing angkatan darat, Laut, dan udara yang untuk urusan 

komando pertahanan negara bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh 

karena itu, Panglima Tertinggi atau “Commander-in-Chief' berdasarkan ketentuan 

Pasal 10 UUD 1945 adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas 

ketiga angkatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sehari-hari koordinasi tetap 

dilakukan oleh atau melalui Panglima TNI sebagai pemegang tongkat komando 

operasional. Maka, para kepala staf angkatan itu juga diharuskan bertanggung jawab 

kepada Panglima, tidak langsung kepada Presiden. 

Oleh sebab itu dalam Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor  34 Tahun 2004 

ditentukan bahwa “Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan 

berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.” Dalam 

Pasal 14  ayat (2), (3), dan (4) ditentukan bahwa Kepala Staf Angkatan diangkat dan 
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diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Kepala Staf diangkat dari Perwira 

Tinggi aktif angkatan yang bersangkutan dengan memerhatikan jenjang kepangkatan 

dan karier. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan diatur 

dengan Keputusan Presiden atau yang sekarang diubah dalam bentuk Peraturan 

Presiden.” Memang dapat dipersoalkan mengenai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU 

Nomor  34 Tahun 2004 tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 UUD 

1945 yang menentukan bahwa kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan itu berada di 

tangan Presiden sehingga dapat ditafsirkan juga bahwa terdapat hubungan 

pertanggungjawaban kekuasaan yang bersifat langsung antara Presiden dengan ketiga 

Kepala Staf Angkatan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak mengharuskan 

adanya jabatan Panglima TNI sama sekali. Oleh karena itu, tergantung kebijakan 

pembentuk undang-undang apakah akan mengadakan jabatan Panglima TNI atau 

tidak. Berdasarkan UU Nomor  34 Tahun 2004, jabatan Panglima TNI itu dianggap 

penting sehingga jabatan tersebut diadakan. Sementara itu, para kepala staf ketiga 

angkatan hanya bersifat membantu Panglima. Kedudukan Panglima TNI dalam 

undang-undang ini mencerminkan kedudukan yang sentral dalam memegang kendali 

dan komando kekuatan pertahanan negara di bawah Presiden. Kedudukannya berada 

di bawah koordinasi Menteri Pertahanan hanya sebatas hal-hal yang menjadi tugas 

dan tanggung jawab Menteri Pertahanan selaku pembantu Presiden dalam 

pemerintahan (kabinet). Sermentara itu, dalam urusan operasional pengerahan dan 

penggunaan kekuatan pertahanan, sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, 

dengan dibantu oleh ketiga orang Kepala Staf itu untuk masing-masing angkatan 
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yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, atas dasar keputusan politik yang 

ditetapkan oleh Presiden. Dalam mengambil keputusan politik tersebut, Presiden 

memang memegang kekuasaan yang tertinggi atau selaku Panglima Tertinggi Tentara 

(Commander-in-Chief) atas ketiga angkatan darat, laut, dan udara itu secara langsung 

dan sekaligus. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kekuasaan komando tertinggi itu 

dilakukan melalui Panglima TNI, tidak langsung kepada para kepada staf ketiga 

angkatan itu. 

Menurut ketentuan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, tugas dan 

kewajiban Panglima adalah: 

1) memimpin TNI; 

2) melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 

3) menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;  

4) mengembangkan doktrin TNI; 

5) menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; 

6) menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan 

operasional; 

7) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan 

kebijakan pertahanan negara; 

8) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan 

kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; 

9) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan 

melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk 

kepentingan pertahanan negara;  
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10) menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi 

militer; 

11) menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan 

operasi militer; serta 

12) melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Sementara itu, tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:” 

1) memimpin angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional 

angkatan; 

2) membantu panglima dalam menyusun kehijakan tentang pengembangan postur, 

doktrin, dan strategi serta operasi militer dengan matra masingmasing; 

3) membantu panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai 

dengan kebutuhan angkatan; serta 

4) melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh 

panglima. 

Apabila suatu keadaan bahaya atau keadaan darurat akan diberlakukan 

sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945, maka pemberlakukan keadaan 

semacam itu haruslah dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat yang berdaulat. 

Untuk menjamin agar pemberlakukan keadaan luar biasa semacam itu tetap sejalan 

dengan kehendak  rakyat. 

Apabila karena keadaan yang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

tidak dapat dikonsultasi dan dimintai persetujuan oleh Presiden untuk menyatakan 

berlakunya suatu keadaan bahaya, pemberlakuan keadaan bahaya tersebut harus 
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segera disampaikan kepada DPR dalam kesempatan yang pertama sehingga 

pertimbangan-pertimbangan DPR dapat diperoleh untuk diperhatikan dengan 

sungguh-sungguh oleh Presiden. DPR dapat mengkritik prosedur pemberlakuan 

keadaan bahaya semacam itu apabila dianggap tidak sejalan atau bertentangan 

dengan ketentuan UU tentang keadaan bahaya. Namun, DPR tidak dapat 

membatalkan keadaan darurat itu, meskipun mayoritas suara DPR menentangnya 

karena kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya itu memang berada di tangan 

Presiden, bukan di tangan DPR. 

Namun demikian, peranan parlemen itu juga tergantung kepada tingkatan 

keadaan bahaya yang diberlakukan itu sendiri. Keadaan bahaya perang (state of war; 

staat van oorlog) tentu berbeda dari keadaan bahaya yang diakibatkan oleh bencana 

alam yang bersifat terbatas, atau karena terjadinya kerusuhan social yang tidak 

terkendali. Makin tinggi tingkat bahayanya, makin besar pula kekuasaan yang 

dimiliki oleh Presiden yang berbanding dengan lemahnya kedudukan parlemen. 

Artinya, jika tingkatan bahayanya ringan, peranan DPR dalam menilai dan 

menentukan keadaan darurat tentu harus lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk membedakan jenis dan tingkatan keadaan bahaya itu, siapa yang memegang 

kendali kekuasaan dalam keadaan darurat tersebut, dan bagaimana pula kedudukan 

dan peranan parlemen dan pengadilan dalam dinamika penyelenggaraan fungsi-

fungsi negara dan roda pemerintahan ketika negara berada dalam keadaan bahaya 

atau keadaan darurat tersebut. 

Misalnya, pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) dapat dilakukan menurut keadaan riil yang dihadapi. Pasal 17 UU Nomor  34 
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Tahun 2004 tentang TNI menentukan. 

(1) kewenangan dan tanggung  jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada 

Presiden; 

(2) dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Presiden harus mendapat persetujuan DPR. 

Selanjutnya, Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2004 tersebut menentukan sebagai 

berikut. 

(1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman 

bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. 

(2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan 

pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut. 

Maksud keadaan memaksa pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) di atas adalah 

keadaan atau situasi yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya 

kekacauan keamanan dan timbulnya kerugian negara yang lebih besar,  sehingga 

perlu segera diambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer 

danlatau ancaman bersenjata guna menyelamatkan kepentingan nasional. Dalam 

penggunaan kekuatan TNI tersebut, tanggung jawab profesional ada di pundak 

Panglima TNI yang bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada Presiden. 
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Peranan parlemen di mana-mana di seluruh dunia memang sangat besar 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas militer. Sekiranyapun keputusan politik 

untuk menyatakan atau memberlakukan keadaan darurat sipil, darurat militer, ataupun 

perang, telah diambil oleh Presiden, DPR kemudian menerima keputusan tersebut, 

peranan DPR tetap saja sangat menentukan. DPR di samping memiliki fungsi 

legislasi, juga fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Di semua negara demokrasi, 

pengawasan oleh parlemen terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan 

sangatlah ketat. Dalam kasus perang Amerika di Irak, kontrol Senat maupun DPR 

Amerika Serikat terhadap berbagai kebijakan Presiden George W. Bush dapat 

dikatakan sangat kritis. Sikap kritis dan bahkan perlawanan dari pihak oposisi, dapat 

memengaruhi sikap mereka dalam menentukan anggaran pertahanan. Sekiranya 

anggaran perang yang diperlukan dipotong oleh parlemen, tentu kebijakan perang 

yang ditempuh di bawah perintah Presiden menjadi terpengaruh. 
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                                                            BAB III 
 

HUBUNGAN  TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM  

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 

 
 
A. Tugas Tentara Nasional Indonesia  dalam Operasi Militer selain Perang  

Sebuah negara setidaknya mensyaratkan tiga hal, yaitu rakyat (penduduk), 

wilayah, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, pembicaraan 

mengenai ancaman yang dihadapi negara tidak dapat dilepaskan dari keempat faktor 

tersebut. Faktor rakyat (penduduk) terkait dengan ancaman atas keselamatan atau 

jaminan terpenuhinya hak dasar setiap individu. Sementara faktor wilayah terkait 

dengan ancaman atas keutuhan wilayah, yang berupa tanah, air dan udara, yang 

menjadi milik sebuah negara. 

Faktor kedaulatan terkait dengan ancaman terhadap otoritas yang dimiliki 

negara untuk mengatur dirinya sendiri, memanfaatkan sumberdaya alam dan buatan 

yang dimiliki, dan mendapatkan pengakuan (recognition) internasional sebagai 

sebuah negara berdaulat. Sehingga segala upaya untuk menghilangkan dan melanggar 

kedaulatan tersebut harus dipandang sebagai ancaman terhadap negara. 

Ketiga faktor ini harus dipahami dan bersifat saling terkait dan tidak dapat 

saling dinegasikan. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak 

dasar warganegara dan keutuhan wilayah. Sebalinya pun demikian, ancaman terhadap 

hak dasar warga negara merupakan Pula ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan 

wilayah 



 64

Secara umum, berdasarkan pendekatan sumber ancaman, maka ancaman 

dapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu ancaman internal, ancaman eksternal dan 

ancaman internal-eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari 

dalam negara, seperti pemberontakan dan konflik komunal. Sementara ancaman 

eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negara, yang seringkali diidentikkan 

dengan ancaman dari negara lain atau musuh. Sementara ancaman internal-eksternal 

merupakan ancaman yang tidak dapat dipastikan secara tepat sumbernya, seperti 

serangan terorisme global. Ketiga ranah ancaman tersebut tidak berdiri terpisah satu 

dengan yang lainnya melainkan saling terkait membentuk jaring-jaring ancaman.26 

Mungkin saja hakikat suatu ancaman lebih berkaitan dengan terhadap negara 

tetapi tidak merupakan suatu ancaman yang langsung terhadap warganegara. 

Sebaliknya, mungkin pula suatu ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman pada 

kehidupan warganegara. Dewasa ini, sumber ancaman (source of threat) terhadap 

keamanan nasional bahkan menjadi semakin luas, bukan hanya ancaman dari dalam 

(internal threat) dan/atau luar (evlernal threat), tetapi juga ancaman azyniutal yang 

bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama 

dengan itu, watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional. 

Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai 

ancaman militer, namun juga ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi dan 

kultural. 

Menurut Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,  

ancaman adalah: “...setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar 

                                                
26 IDSPS. 2008. Kebijakan Umum Keamanan Nasional. Policy paper. Jakarta : IDSPS September 

2008 
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negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan 

keselamatan segenap bangsa.” Ancaman secara umum diformulasikan sebagai 

ancaman militer dan ancaman non-militer, dimana: (a) Ancaman militer adalah: 

“...ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai 

mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

negara, dan keselamatan segenap bangsa (Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002)  

(b) Ancaman non-militer adalah ancaman yang menempatkan :...lembaga di luar 

bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang 

dihadapi dengan didukung oleh unsurunsur lain dari kekuatan bangsa. (Pasal 7 ayat 3 

UU Nomor 3 Tahun 2002) 

Kemudian secara konseptual, Keamanan Nasional bersifat debatable (dapat 

diperdebatkan), karena maknanya berbeda bagi individu, kelompok, atau entitas yang 

berbeda. Bahkan Keamanan Nasional sering disalingtukarkan dengan keamanan 

rejim, penguasa, atau pemerintah. Inilah sehabnya konsep keamanan adalah sebuah 

konsep yang menjadi perdebatan, sebuah contested concept, yang berakar dari 

persoalan legitimasi politik, yaitu hubungan antara negara dan masyarakat (state and 

society). Keamanan Nasional yang diperdebatkan secara politik di atas cenderung 

dirumuskan atas dasar kepentingan (interest based national security) yang melibatkan 

interaksi politik. Tidak ada yang salah dengan pendekatan kepentingan dalam melihat 

masalah Keamanan Nasional. Tetapi mensyaratkan sebuah proses dan sistem politik 

yang, legitimate 

Keamanan nasional dapat didefinisikan dalam dua perspektif, yakni: 

pertama, cakupan keamanan nasional terdiri atas pertahanan luar (external defense), 
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keamanan dalam negeri (internal security), public order, serta penanganan bencana 

alam (disaster relief). Sedangkan perspektif kedua melihat dari sudut pandang obyek, 

yakni keselamatan negara, keselamatan masyarakat, dan keselamatan individu. Kedua 

perspektif tersebut secara substansi tidak berlawanan, namun justru saling 

melengkapi. Bahkan juga harus ditegaskan bahwa keamanan nasional juga harus tetap 

berprinsip pada tiga hal, yakni: demokrasi, yakni adanya otoritas sipil, akuntabilitas 

dan transparan, penghargaan pada hak-hak sipil, serta penggunaan kekerasan 

merupakan pilihan terakhir.27 

Pendefinisian konsep “keamanan” menjadi salah satu topik perdebatan yang 

hangat, setidaknya sampai berakhirnya Perang Dingin. Dalam hal ini, perdebatan 

akademik mengenai konsep “keamanan” ini berkisar seputar dua aliran besar, yakni 

antara definisi strategic (strategic definition) dan definisi non-strategis ekonomi 

(economico non strategic definition). Definisi yang pertama umumnya menempatkan 

”keamanan” sebagai nilai abstrak, pada upaya mempertahankan independensi dan 

kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua 

terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non-militer dari 

fungsi negara. 28 

Selama Perang Dingin, definisi pertama tampak lebih menonjol. Keamanan 

nasional, misalnya, dilihat sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari 

ancaman eksternal. Kalaupun  definisi “keamanan nasional” diletakkan secara 

normatif, seperti definisi Frederick Hartman yang melihat keamanan sebagai “the 

sum total of the vital national interests of the state ,” maka “kepentingan nasional” itu 

                                                
27 Muradi 2007. Polri dan RUU Keamanan Nasional. dalam Muradi.wordpress.com 
28 Abdul Manan M. al Maskat. 1985. National Security in the third world. Boulder. Col : westview 

press Hal 19 
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pun didefinisikan sebagai “sesuatu yang membuat negara bersedia dan siap untuk 

berperang.” Keamanan juga sering dipahami sebagai upaya negara untuk mencegah 

perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan 

kemampuan penangkal (deterrent). Dengan kata lain, definisi keamanan kerap 

dilandasi oleh asumsi dengan supremasi kekuatan militer sebagai sarana untuk 

melindungi negara dari ancaman militer dari luar. 

Konsepsi keamanan nasional demikian mendapat tantangan serius dengan 

berakhirnya Perang Dingin. Berbagai upaya untuk memperluas makna keamanan 

mulai mendapat tempat, baik dalam diskursus akademik maupun di kalangan praktisi. 

Konsepsi mengenai “keamanan” tidak lagi didominasi oleh pengertian yang bersifat 

militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar negara, khususnva yang 

berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional (konsep 

keamanan teritorial).” Namun, berakhirnya Perang Dingin telah memperkuat 

pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep 

keamanan komprehensif (comprehensive security). 

Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh 

(comprehensive security) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi 

yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk 

mengelolanya. Aktor-aktor keamanan tersebut masing-masing memiliki fungsi dan 

tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Keragaman 

ancaman keamanan nasional kontemporer dan sifat dari penangkalan dan serangan 

yang asimetris merupakan faktor utama kebutuhan akan kerangka yang komprehensif 

tersebut. Setidaknya, ada lima ranah sektor keamanan yang saling bertautan dalam 
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bingkai keamanan nasional, yaitu sektor militer (military security), sektor politik 

(political security), sektor ekonomi (economic security), sektor sosial (societal 

security) dan sektor lingkungan (environmental security).” 

Kembali tentang pengertian keamanan nasional, Jusuf dari Pusat Pengkajian 

Strategi Nasional mencoba mendekatinya dari sudut pandang fungsi, dengan 

menyatakan bahwa fungsi keamanan nasional pada hakikatnya adalah himpunan 

berbagai kegiatan untuk menjamin dan meningkatkan kondisi kualitas kehidupan 

sosial kemasyarakatan sebuah negara atau nation state.29 Fungsi tersebut kemudian 

dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang lebih spesifik, yaitu: fungsi keselamatan 

masyarakat atau public safety; fungsi perlindungan masyarakat atau community 

protection; fungsi ketertiban umum, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat 

atau law enforcement and good order; dan fungsi pertahanan nasional atau national 

defence30. 

Pemahaman bangsa Indonesia atas konsep “keamanan” sebenarnya telah 

sejak awal mengenali adanya keterkaitan antar aspek kehidupan, yang tidak hanya 

didominasi oleh aspek militer. Hal ini dengan jelas dimanifestasikan dalam konsepsi 

Ketahanan Nasional. Sehingga, dalam konteks Indonesia, pemilahan makna 

“keamanan” dari “pertahanan” mclalui dimensi ruang merupakan cerminan dari 

fenomena keterlambatan, kalau pun bukan keterbelakangan, konseptual. Ketika 

masyarakat internasional bergerak ke arah pendefinisian yang luas, kita malah 

bergerak mundur dari cara pandang kita sendiri yang sudah komprehensif menuju 

                                                
29 Jusuf. Sinkronisasi Perangkat Hukum tentang Keamanan Nasional Indonesia. dalam Bom 

Soerjanto. Wacana Sekitar Pokok_Pokok Pikiran RUU Keamanan Nasional. www. csici.org 
30 Hermawan Sulistyo (et al) 2009. Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society. 

Jakarta : Pencil-324. Hal 66 
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pemahaman dan definisi sempit. 

Dengan kata lain, pemahaman konsep “keamanan nasional” tidak tepat jika 

mengacu kepada dimensi ruang (space), baik internal maupun eksternal, tetapi pada 

suatu totalitas mengenai “kemampuan negara untuk melindungi apa yang ditetapkan 

sebagai nilai-nilai inti (core values), yang pencapaiannya merupakan sebuah proses 

terns-menerus, dengan menggunakan segala elemen power dan resources yang ada 

serta melingkupi semua aspek kehidupan.”  Pemahaman  komprehensif demikian 

akan membantu kita dalam menempatkan Kebijakan Keamanan Nasional  sebagai 

payung  bersama  dalam  merumuskan  berbagai  strategi  manajemen ancaman 

(threat management), baik ancaman dari dalam maupun dari luar, sehingga tercipta 

sinergi nasional dalam menyelesaikan berbagai problem yang terus melanda bangsa 

ini. 

Secara garis besar, keamanan nasional akan mencakup empat ruang lingkup, 

yaitu keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan negara, dan pertahanan 

negara. Tiga ruang lingkup pertama sering disebut sebagai lingkungan keamanan 

dalam negeri (internal security) dan ruang lingkup terakhir disebut lingkungan 

keamanan luar negeri (external security). Pada internal security, fungsi-fungsi yang 

terlibat adalah perlindungan masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, 

komunikasi dan informasi, serta perekonomian dan keuangan. Sementara pada 

external security,  fungsi - fungsi  yang  terlibat  adalah  hubungan  luar    negeri, 

komunikasi   dan  informasi,  perekonomian  dan  keuangan, intelijen serta 

pertahanan. 
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Dalam usaha penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara paling tidak 

harus mengkait pada empat fungsi untuk kepentingan keamanan yang bersifat 

nasional, yaitu untuk kepentingan: 1) kedaulatan bangsa (survival of the nation); 2) 

pertahanan (national defence); 3) tegaknya hukum dan ketertiban (law envorcernent); 

dan 4) perlindungan masyarakat (civil protection).31 

Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf h UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI 

ditentukan operasi-operasi militer selain perang, yaitu  

1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata: 
2) mengatasi pemberontakan bersenjata; 
3) mengatasi aksi terorisme; 
4) mengamankan wilayah perbatasan; 
5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 
6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar 

negeri; 
7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 
8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 
9) membantu tugas pemerintahan di daerah; 
10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan 

dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undangundang; 
11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan 

pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 
12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan; 
13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); 

serta 
14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap 

pembajakan, perompakan, dan penyeludupan. 
 

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas, baik tugas operasi perang maupun 

tugas operasi nonperang yang terdiri atas keempat belas macam tugas operasi 

sebagaimana dimaksud di atas, dijalankan oleh TNI berdasarkan kebijakan dan 

keputusan politik negara. Artinya, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik 

                                                
31 Ibid. Hal 67 
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dalam rangka perang maupun non perang, TNI tidak dapat mengambil inisiatif sendiri 

tanpa adanya keputusan politik oleh otoritas sipil. 

Khusus mengenai ke-14 jenis tugas nonperang, jika dikategorisasikan, dapat 

pula dibedakan antara tugas-tugas dalam keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ada 

tugas operasi yang dilakukan dalam keadaan darurat militer, ada tugas-tugas dalam 

keadaan darurat sipil, dan ada pula tugas yang dilakukan dalam semua keadaan, 

termasuk keadaan normal atau tertib sipil. Misalnya, tugas-tugas nomor 4 sampai 

dengan nomor 11 dapat dilakukan sebagai tugas rutin dalam kondisi damai atau 

keadaan tertib sipil, yaitu: 

1) mengamankan wilayah perbatasan; 
2) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 
3) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar 

negeri; 
4) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 
5) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnva secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 
6) membantu tugas pemerintahan di daerah: 
7) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan 

dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 
8) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan 

pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 
9) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan; 
10) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); 

serta 
11) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap 

pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 
 

Sementara itu, tugas-tugas nomor 1 sampai dengan nomor 3 dapat terjadi 

dalam keadaan darurat militer, yaitu: 

1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 

2) mengatasi pemberontakan bersenjata; 
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3) mengatasi aksi terorisme; 

Khusus mengatasi aksi terorisme, bukan hanya menjadi tanggung jawab 

kepolisian, melainkan menjadi masalah bersama yang harus dicegah dan 

ditanggulangi oleh seluruh komponen bangsa secara sungguh-sungguh. TNI sebagai 

salah satu komponen bangsa juga punya komitmen yang sangat tinggi untuk 

memerangi terorisme. Meskipun masalah keamanan menjadi tugas dan wewenang 

Polri, tapi seluruh komponen bangsa harus membantunya. Sesuai aturan-aturan yang 

berlaku,  keterlibatan TNI dalam menghadapi terorisme lebih difokuskan pada upaya 

deteksi dini. Meski, bisa melakukan langkah penindakan jika menengarai adanya 

kegiatan yang mengarah pada terorisme, namun proses selanjutnya akan diserahkan 

kepada kepolisian. UU Nomor  34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar 

TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit 

TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, 

akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian 

dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. 

Merujuk pada Pasal 7 ayat 1  Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

TNI sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, 

di Pasal 7 ayat 2  Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 dinyatakan  tugas pokok 

sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan 

operasi militer selain perang. 
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 Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya 

untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi 

terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan 

bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme 

yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata 

internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. 

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 tahun 2004  juga 

mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan 

kekuatan TNI atas persetujuan DPR. Dari 5 pasal ini Presiden mengeluarkan 

kebijakan dalam menghadapi teroris yang berkaitan dengan TNI, terutama untuk 

lebih mengefektifkan kemampuan anti dan counter teror yang dimiliki satuan TNI. 

Perlu diingat, bahwa para teroris sudah menggunakan strategi militer, taktik militer, 

dilatih dalam kamp yang persis dimiliki oleh militer, menggunakan senjata dan bahan 

peledak organik militer. Mereka bukan sekedar kelompok pencuri bersenjata, atau 

perampok maupun perompak, tetapi mereka merupakan organisasi yang disusun 

dengan sistem, komando, dan penerapan disiplin militer secara ketat. Oleh sebab itu, 

pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme perlu dicarikan jalan keluar dan 

instrumen hukum yang jelas, yakni apakah TNI sebagai komponen utama, komponen 

cadangan atau komponen pendukung. 

Sebagai lembaga penyelenggara kekuatan pertahanan negara hubungan TNI 

dengan pemerintahan dilakukan melalui Kementerian Pertahanan atau Departemen 

Pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahananlah yang 

selanjutnya bertanggung jawab kepada Presiden berkenaan dengan pelaksanaan 
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tugasnya sebagai pembantu Presiden. Demikian pula Menteri Pertahananlah yang 

harus berhadapan dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 

fungsi legislasi, fungsi kontrol, dan fungsi anggaran (budget). Panglima TNI 

berhubungan dengan DPR, seharusnya, hanya dalam rangka proses pemberian 

pertimbangan dan persetujuan untuk pengangkatan Panglima TNI yang calonnya 

diajukan oleh Presiden. Misalnya, Panglima TNI tidak perlu mengadakan rapat kerja 

dengan DPR dalam rangka fungsi pengawasan oleh DPR. Tentu saja, persoalan 

mengenai kebijakan atau politik pertahanan (defence policies) dan anggaran 

pertahanan sangat tergantung kepada DPR. Akan tetapi, bukan tugas Panglima TNI 

untuk memperdebatkan hal itu di forum politik parlemen. Semua itu merupakan tugas 

politik Menteri Pertahanan sebagai salah seorang pembantu Presiden. 

Demikian pula Panglima TNI secara fungsional hanya berkaitan dengan 

Presiden dalam hal-hal tertentu saja. Panglima TNI seharusnya tidak lagi 

diperlakukan sebagai anggota kabinet yang ikut serta dalam sidang-sidang kabinet, 

yang menghadiri sidang kabinet hanya Menteri Pertahanan saja. Selain mengusulkan 

calon Panglima kepada DPR dan kemudian menetapkan pengangkatan serta melantik 

Panglima TNI, hubungan fungsional antara Presiden dengan TNI hanya terkait 

dengan pemberlakuan keadaan bahaya, yaitu melalui keputusan politik untuk 

menyatakan perang, keadaan darurat militer, atau keadaan darurat sipil dengan 

perintah kepada Panglima TNI untuk menjalankan tugas sebagai alat pertahanan 

negara sesuai dengan tingkatan keadaan darurat yang bersangkutan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tugas Presiden dalam kaitannya dengan 

TNI hanya berkaitan dengan persoalan pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, 
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yang memang berdasarkan ketentuan UUD 1945 berada di bawah tanggung jawab 

Presiden. Selebihnya hanya berkaitan dengan tugas-tugas administratif, tugas-tugas 

pembinaan organisasi, dan hal-hal lain yang mengharuskan Panglima TNI bertemu 

dengan Presiden. 

Seperti ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, “TNI 

berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya 

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam penjelasan diuraikan 

bahwa yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara itu tidak lain 

adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dengan DPR yang dirumuskan 

melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat 

konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena 

itu, TNI tidak perlu ikut terlibat dalam pengambilan keputusan politik. TNI tinggal 

menjalankan saja keputusan politik yang dibuat oleh otoritas sipil. 

Mengingat terjadinya konflik skala besar yang terkait dengan kedaulatan 

negara dan keutuhan wilayah tidak hanya berasal dari luar negeri saja, tetapi juga bisa 

terjadi di dalam negeri, rnisalnya seperti pemberontakan bersenjata yang diwarnai 

dengan ide sparatisme, maka mungkin Iebih tepat bila konflik seperti ini 

dikategorikan sebagai perang (meski resolusi konfliknya tidak harus menggunakan 

cara-cara militer). Dengan pemahaman ini maka menjadi sedikit kurang, tepat, 

manakala pengerahan kekuatan TNI yang dilibatkan dalam penanganan konflik 

dikategorikan sebagai bagian dari OMSP. Bagaimana mungkin perang yang terjadi 

dihadapi dengan melakukan operasi militer selain perang (OMSP). 



 76

Dengan mempelajari berbagai catatan sejarah tentang penanganan 

pemberontakan dan atau sparatis bersenjata (insurjensi) yang terjadi di wilayah 

NKRI, dapat dilihat bahwa semua kegiatan atau operasi yang dilakukan dalam upaya 

penumpasan insurjensi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh, dan 

dengan cara-cara militer saja. Terlalu banyak komponen bangsa Indonesia yang 

terlibat langsung atau tidak langsung dalam upaya penumpasan insurjensi sehingga 

tidak dapat disebut satu-persatu. 

Sebagai ilustrasi dapat ditelaah penanganan konflik yang terjadi di wilayah 

timur NKRI, dari sejak daerah itu diberi nama ‘Irian’ sampai disebut dengan nama 

‘Papua’. Konflik mengemuka sejak nama OPM (Organisasi Papua Merdeka) pertama 

kali diperkenalkan di Manokwari tahun 1964 saat penangkapan Terianus Aronggear 

(SE), dan kemudian semakin populer sejak meletusnya pemberontakan bersenjata 

yang dipimpin Permenas Ferry Awom tahun 1965 di Manokwari. Eksistensi konflik 

(multi dimensi) yang mendunia dan telah berusia lebih dari 45 tahun ini kembali 

mengemuka ketika di awal Mei 2009 saat unsur bersenjata OPM dapat menguasai 

lapangan terbang (airstrip) Kapeso, Kab. Mamberamo Raya selama hampir satu 

bulan. Konflik ini telah ditangani dengan berbagai cara dan pendekatan, baik secara 

militer, hukum dan politik narnun sampai kini belurn dapat sepenuhnya diredam, 

bahkan terkesan semakin mendunia.32 

Catatan penumpasan insurjensi (OPM) tadi menjelasan kepada kita; bahwa 

aksi yang dilakukan untuk melawan insurjensi yang terjadi di dalam wilayah NKRI 

dapat juga dikategorikan sebagai perang (insurgency war), dan perang tersebut perang 

berlarut yang dilakukan secara semesta, dan tidak hanya menggunakan cara-cara 
                                                

32 Dalam www.geocities.com/opm-irja/main4.htm 
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militer saja. 

Begitu pula dengan penanganan terorisme internasional. Sejak terjadinya 

tragedi WTC pads tanggal 11 September 2001, seluruh dunia mengkategorikannya 

sebagai perang global (global war on terrorism), sementara kita mengkategorikan 

penanganan terorisme ‘hanya’ sebagai operasi militer selain perang. Penanggulangan 

terorisme adalah perang semesta, karena terkait dengan masalah kedaulatan negara 

dan tidak pernah bisa diatasi oleh hanya satu-dua institusi negara. Bahkan tidak dapat 

diselesaikan oleh hanya satu negara tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. 

Juga tidak bisa ditangani hanya dengan cara-cara militer saja. Tidak juga bisa 

ditangani secara reguler hanya oleh aparat kepolisian saja, karena modus dan 

metodologi yang digunakan dalam menciptakan rasa takut yang masif (teror) tidak 

hanya dilakukan dengan menggunakan bom, pembunuhan dan penyanderaan saja. 

Tidak hanya pemerintah, tetapi semua komponen bangsa sesuai kapabilitas dan 

kapasitasnya harus disatukan dalam perang melawan teror. 

Perang melawan teror adalah perang berlarut yang telah lama terjadi di 

Indonesia, paling tidak puncaknya diawali pada tahun 1980-an. Ketika kala itu di 

Indonesia mulai terjadi pembajakan pesawat udara dan pengeboman situs bersejarah 

Candi Borobudur dan beberapa sarana ibadat. Dari sejak tahun 2000 saja di Indonesia 

telah terjadi 26 peristiwa teror dengan modus pengeboman. Ini belum termasuk 

penggunaan bom saat terjadinya konflik horisontal di Maluku dan Poso. Perang 

melawan teror juga bukan hanya berupa operasi pembebasan sandera, seperti yang 

pernah dilakukan oleh Den 81 / Kopassus ketika melakukan pembebasan sandera dari 

tangan pembajak pesawat udara Garuda (Woyla), di bandara Don Muang, Thailand, 
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Maret 1981. Bukan juga hanya berupa operasi penangkapan pelaku pengeboman 

dengan menggunakan cara-cara kekerasan bersenjata, seperti yang belakangan ini 

pernah diliput utuh bagaikan infotainment oleh berbagai media televisi, ketika satuan 

Densus 88 Polri melakukan upaya penangkapan paksa gembong teroris, Ibrohim, di 

Temanggung, Jawa tengah, di Bulan Agustus 2009. 

Upaya, dan tindakan untuk mencegah terjadinya teror tentu juga merupakan 

bagian dari keseluruhan perang melawan teror, dan upaya tersebut tentu tidak bisa 

dilakukan hanya oleh unsur-unsur Polri dan TNI. Pencegahan teror juga tidak cukup 

hanya berupa pencantuman papan peringatan ‘Tamu 1x24 jam lapor’ di setiap sudut-

sudut gang, yang ujung-ujungnya justru dapat melahirkan rasa saling curiga atau 

paranoid masal dikalangan penduduk. 

Segenap bangsa harus meningkatkan kewaspadaan dan berperan-serta dalam 

mencegah semua hal yang dapat menjadi pemicu, atau minimal sebagai katalisator 

terjadinya tindak teror; seperti upaya peningkatan kepekaan dan kesetiakawanan 

sosial, kemauan berbagi rasa dan peningkatan kepedulian, penguatan toleransi 

beragama dan berbudaya, peningkatan kesadaran pengamanan lingkungan internal, 

serta peningkatan keharrnonisan dalam keberagaman kehidupan bangsa, senantiasa 

perlu terus-menerus dilakukan oleh segenap komponen bangsa. Bagaimanapun juga 

tindakan pencegahan teror akan lebih efisien dan Iebih efektif daripada operasi 

penanggulangan teror yang dilakukan dengan menggunakan hard power. 

Sudah lebih dari 30-an tahun perang melawan terorisme berlangsung, dan 

sampai kini belum terlihat tanda-tanda kapan berakhirnya. Ini semua menguatkan 

gambaran bahwa, penanggulangan terorisme juga pantas dikategorikan sebagai 
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perang semesta (dalam OMSP). 

Selain itu tugas Operasi militer selain perang TNI yang didasarkan pada UU 

Nomor 3 tahun 2003, UU No.34 tahun 2004, Doktrin Tridek bahwa Tugas TNI dalam 

Penanggulangan Bencana adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, 

pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan. Peraturan-peraturan tersebut belum 

ada yang mengatur apa dan sejauhmana bentuk keterlibatan TNI dalam setiap tahapan 

penanggulangan bencana yaitu sebelum bencana, saat bencana dan paska bencana. 

Operasi militer selain perang (OMSP) yang merupakan dalam kategori Civic Mission 

yang memulihkan kehidupan masyarakat mulai penanganan korban dan evakuasi, 

pendistribusian bantuan pangan dan obat-obatan ke pelosok daerah-daerah 

terisolasi/terpencil, termasuk hasil capaian terhadap rekonstruksi jalan, jembatan, 

gedung sekolah dan tempat ibadah. Meskipun demikian, dalam implementasinya 

ditemukan adanya hambatan yaitu belum terpenuhinya prinsip-prinsip OMSP dalam 

pelaksanaan tugas OMSP TNI yaitu pada aspek pengendalian, keterpaduan dan 

legislasi.  

Mengingat manfaat dan hasil capaian yang didapat dalam pelaksanaan tugas 

OMSP TNI maka usulan peningkatan kinerja TNI dalam penanggulangan bencana 

alam sebagai bentuk operasi bantuan kemanusian dalam rangka efektifitas operasi 

militer selain perang perlu dilakukan langkah-langkah konstitusional dan institusional 

meliputi kebijakan, strategi, metode dan implementasi yang profesional dan akuntabel 

pada setiap tahapan penanggulangan bencana sesuai kompetensi TNI 
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B. Hubungan tugas TNI dengan Polri  dalam Pertahanan dan Keamanan Negara 

Keamanan nasional tidak dapat diartikan secara sempit hanya terkait dengan 

masalah ketertiban, keutuhan wilayah, dan aspek lain yang dikaitkan dengan ancaman 

militer atau gangguan ketertiban. Keamanan nasional merupakan bagian dari 

paradigma pembangunan yang berkembang pasca-perang dingin sebagai bagian 

esensial dari upaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

(prosperity). Karena itu, keamanan nasional bukan merupakan hak eksklusif institusi 

tertentu, melainkan barang publik (public goods) sehingga mutlak adanya partisipasi 

publik dalam penentuan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasannya. 

Dengan demikian, konsepsi keamanan nasional memiliki spektrum yang 

luas. Keamanan nasional tidak hanya meliputi dimensi militer dan kepolisian, tetapi 

juga meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Konseptualisasi keamanan 

nasional dapat dirumuskan perkembangannya dalam tiga aras, yaitu; pertama, 

perkembangan secara substansial, yang meluaskan cakupan keamanan nasional tidak 

hanya pada keamanan negara, tetapi juga pada keamanan warga negara; kedua, 

perkembangan sektoral di mana keamanan tidak raja dimaknai dalam am teritorial, 

tetapi juga melipun aspek lingkungan, ekonomi, energi, dan lain-lain; dan ketiga, 

perkembangan vertikal yang meluaskan perspektif keamanan tidak hanya pada level 

nasional, tetapi juga mengedepankan keamanan umat manusia-(human security). 

Tegaknya suatu negara tidak sekadar bergantung pada kemampuan 

keamanan secara fisik, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan tegaknya 

lembaga politik dan aturan-aturan yang mencerrninkan otoritas negara, bahkan 
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wawasan dan cita-cita bersama. Dalam konsteks inilah, perubahanUUD 1945 yang 

dilakukan pada 1999 - 2002 serta pelaksanaannya secara keseluruhan dapat dilihat 

dalam bingkai keamanan nasional. 

Proses perubahan sosial dan kenegaraan pada awal masa reformasi jika tidak 

direspons dengan baik akan menjadi ancaman terhadap keselamatan nasional, bahkan 

dari aspek eksistensi negara maupun keutuhan teritorial. Perubahan UUD 1945 

merupakan respons yang paling mendasar yang memberikan arah dan kerangka 

perubahan pada masa reformasi. Tanpa arah dan kerangka konstitusional tersebut, 

keselamatan nasional menjadi terancam gelombang anarki yang bukan tidak mungkin 

akan melahirkan otoritarianisme baru dan mengorbankan demokrasi sebagai agenda 

reformasi itu sendiri. 

Dari sisi substansial, perubahan UUD 1945 secara keseluruhan juga 

merupakan upaya untuk membangun kemampuan tegaknya lembaga politik dan 

aturan-aturan serta upaya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang 

dapat diletakkan dalam bingkai keselamatan manusia (human security). Lembaga-

lembaga negara yang pada akhir masa Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dari 

masyarakat dikukuhkan dan difungsikan kembali dengan mendapatkan legitimasi 

rakyat serta penataan sesuai dengan aspirasi rakyat. Keberadaan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), misal, lahir sebagai instrumen untuk menetralisir arus disintegrasi 

yang dikhawatirkan banyak pihak. DPD diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

kepentingan daerah untuk ikut menentukan kebijakan nasional yang berkaitan dengan 

masalah daerah sehingga tidak ada lagi tuntutan pemisahan diri karena ketidakadilan 

yang dirasa daerah tertentu. 
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Selain itu, yang juga penting yaitu adanya ketentuan tentang wilayah negara 

dalam Pasal 25 A UUD 1945 yang   menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan 

wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 

Sebelum adanya perubahan, UUD 1945 tidak mengatur masalah wilayah negara. 

Ketentuan wilayah negara dalam UUD 1945 pasca-perubahan secara tegas menganut 

prinsip negara kepulauan yang berciri Nusantara yang jika dilihat dimaksudkan untuk 

menegaskan kesatuan wilayah nasional termasuk laut pedalaman sesuai Deklarasi 

Juanda 13 September 1957 dan United Nations Convention on the Iran- of the Sea 

(Unclos). Pasal 1  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, 

menentukan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu 

unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, 

perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta 

ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di 

dalamnya. Sedangkan  batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan 

pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. 

Dengan adanya pengaturan wilayah negara dalam UU Nomor 43 Tahun 

2008 tersebut diharapkan tidak ada lagi upaya pemisahan diri suatu wilayah dari 

NKRI. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan penegakan yurisdiksi 

penegakan hukum di seluruh wilayah Nusantara, serta memberikan legitimasi dalam 

proses perundingan batas wilayah NKRI. 

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu bagian dari 

keamanan nasional. Pertahanan dan keamanan negara merupakan konsepsi yang 
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terkait dengan eksistensi negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan unsur-

unsur utamanya meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pertahanan 

dan keamanan negara adalah kondisi yang terkait kedaulatan, keutuhan wilayah, dan 

ketertiban suatu negara. Karena itulah, dalam UUD 1945 Bab XII tentang Pertahanan 

dan Keamanan Negara Pasal 30 yang diatur adalah khusus tentang usaha pertahanan 

dan keamanan negara, sistem pertahanan dan keamanan negara, dan kelembagaan 

yang mengemban fungsi di bidang pertahanan dan keamanan negara. 

Bab XII Pasal 30 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: 

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara. 

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan 
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 
pendukung. 

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan 
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melarani 
masyarakat, serta menegakkan hukum. 

5. Susunan data kedudukan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik 
Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan hepolisian 
Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat 
keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta 
hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-
undang. 

 

Secara substansial, rumusan Pasal 30 UUD 1945 tersebut membedakan 

antara pertahanan dan keamanan negara. Hal ini juga dapat diketahui dari perdebatan 

perumusan ketentuan tersebut pada perubahan kedua UUD 1945 (2000) di mana salah 

satu pemikiran yang menonjol adalah perlunya pemisahan antara pertahanan dan 

keamanan negara yang pada masa lalu menjadi satu kesatuan. Pertahanan adalah 
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fungsi untuk menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. 

Sedangkan keamanan adalah fungsi untuk memelihara ketertiban, penegakan hukum, 

serta aspek keamanan fisik lain di luar fungsi pertahanan. Walaupun dibedakan, 

antara fungsi pertahanan dan keamanan negara tidak dapat dipisahkan. Kondisi 

pertahanan negara ditentukan oleh keamanan negara, demikian pula sebaliknya. 

Karena itu, walaupun kedua fungsi tersebut dipisahkan dan diemban oleh lembaga 

yang berbeda, tetap harus ada keterkaitan dan mekanisme koordinasi bersama. 

Ketentuan Pasal 30 UUD 1945 mengatur 3 hal utama, yaitu tentang hak dan 

kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sistem 

pertahanan dan keamanan negara, serta kelembagaan yang menjalankan fungsi 

pertahanan dan keamanan negara. Ayat pertama terkait dengan ketentuan Pasal 27 

ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib 

ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak warga negara dalam usaha pertahanan 

dan keamanan negara diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan warga negara secara 

sukarela baik dalam usaha pertahanan maupun keamanan negara. Dalam usaha 

pertahanan negara, hak ini diwujudkan misalnya dalam institusi militer sukarela. 

Dalam usaha keamanan, hak ini diwujudkan dalam pengamanan mandiri oleh 

masyarakat yang saat sudah  banyak dipraktikkan. Namun, jika terdapat ancaman 

terhadap pertahanan dan keamanan negara, dan negara membutuhkan keikursertaan 

masyarakat, maka setiap warga negara wajib memenuhinya seperti melalui wajib 

militer. 

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut terkait dengan sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 
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yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai 

kekuatan pendukung ketentuan ini dilatarbelakangi pengalaman sejarah bangsa 

Indonesia dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di mana 

keberhasilannya ditentukan oleh bersatunya kekuatan militer, kepolisian, dan seluruh 

rakyat Indonesia. Tentu saja dalam pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan 

rakyat semesta diperlukan penjabaran tentang peran masing-masing berdasarkan 

fungsi yang diemban dihadapkan dengan jenis dan derajat ancaman terhadap 

pertahanan dan keamanan negara. Hal inilah yang dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 

diamanatkan untuk diatur dengan undang-undang. 

Pengaturan tersebut harus memperhatikan perkembangan hukum dan 

masyarakat. Indonesia sudah menandatangani Konyensi Jenewa 1949 dan Konvensi 

Denhag yang dalam kaitannva dengan pertahanan negara menganut prinsip 

pembedaan antara combatan dan non-combatan. Warga negara sipil yang berperan 

sebagai combatan tidak mendapatkan perlindungan dalam situasi perang. 

Hal selanjutnya yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 khususnya ayat (3) 

dan (4) adalah TNI yang ditegaskan sebagai alat negara yang bertugas 

mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta 

Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 

Ketentuan tersebut merupakan penegasan adanya pembagian tugas antara TNI di 

bidang pertahanan dan Polri di bidang keamanan. Dalam bidang pertahanan meliputi 

tiga masalah utama, yaitu keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan 

negara. Sedangkan di bidang keamanan adalah melindungi, mengayomi, dan 
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melayani masyarakat demi terwujudnva keamanan dan ketertiban, serta fungsi 

penegakan hukum. Pembagian tugas ini diharapkan mampu meningkatkan 

profesionalisme TNI dan Polri karena tidak lagi masuk pada wilayah politik yang 

pada masa lalu telah membuat institusi TNI dan Polri lebih sebagai alat politik 

sehingga kehilangan profesionalismenya. 

Pembagian tugas tersebut juga merupakan salah satu agenda reformasi untuk 

menghilangkan tumpang undih antara peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan 

Polri sebagai kekuatan keamanan yang dipandang sebagai salah satu akar pelanggaran 

HAM yang banyak terjadi di masa lalu. Pemisahan antara TNI dan Polri yang pada 

masa lalu secara bersama-sama disebut sebagai Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI) telah dilakukan sebelum adanya Perubahan UUD 1945, yaitu 

melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000' tentang Pemisahan Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain pemisahan, Ketetapan 

tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan 

dan kegiatan keamanan, TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu. 

Selain itu, juga pernah terdapat Ketetapan MPR Nomor VII/ 1VMPR/2000 

tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Ketetapan itu menyatakan bahwa TNI sebagai alat 

pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 

bangsa dan negara. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Polri 

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
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masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Keamanan Negara mutlak diperlukan untuk mempertahankan dan 

memperjuangkan kepentingan nasional. Keamanan negara mengandung substansi: 

pertama, keamanan secara menyeluruh untuk mempertahankan kepentingan nasional 

bangsa Indonesia. Kedua, mencakup segala aspek kehidupan bangsa untuk 

mempertahankan eksistensinya dalam kompetisi dengan bangsa lain. Ketiga, dengan 

demikian cakupan Kamneg adalah keamanan dalam arti luas: 1) ancaman yang 

membahayakan Keamanan Negara adalah ancaman yang menghambat kepentingan 

nasional secara luas, dan 2) ancaman yang sifatnya ringan, lokal atau regional tidak 

termasuk lingkup pengertian ancaman Keamanan Negara secara menyeluruh. 

Mengacu pada pengertian tersebut, maka masalah yang masih perlu diatur adalah 

masalah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan Keamanan Negara secara 

luas, bukan ancaman terhadap keamanan yang bersifat lokal atau regional dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, karena ancaman lokal dan regional sudah cukup 

diatur di dalam UU Penyelenggaraan Negara yang mencakup aspek keamanan, 

misalnya UU Polri, KUHP, KUHAP, dan sebagainya, ataupun aspek pembinaan 

kesejahteraan, misalnya UU SDA, UU Kesejahteraan Sosial, UU ITE, UU Kehutanan 

dan lain-lain. 

Oleh karena itu, tidak perlu mengatur tentang hal-hal yang sifatnya teknis 

dan masalah kewenangan setiap instansi/lembaga, karena sudah diatur dalam undang-

undang organik masing-masing instansi, sehingga tidak terjadi duplikasi atau 

turnpang-tindih pengaturan yang mengakibatkan friksi atau benturan antar 
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instansi/lembaga. 

Fungsi pertahanan yang diemban oleh Dephan dan TNI dan keamanan 

negara yang diemban oleh Polri adalah merupakan hasil dari suatu bentuk keinginan 

dan desakan dari seluruh bangsa Indonesia pasca bergulirnya reformasi yang 

ditelurkan melalui dua buah Ketetapan MPR pada tahun 2000, yaitu: TAP MPR 

V1/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII/2000 tentang Peran 

TNI dan Polri. 

Kedua TAP MPR ini kemudian semakin diperkuat lagi dalam aturan yang 

lebih tinggi, yaitu melalui perubahan UUD 1945, khususnya termuat dalam 

perubahan kedua UUD 1945 Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 

yang bunyinya sebagai berikut: 

1. Tiap-tiap warganegara berhak danwajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara. 

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan 
dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 
kekuatan pendukung. 

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan 
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan 
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 

4. Kepolisian Negara Republik hldonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan 
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukum. 

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat 
keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan 
undang-undang. 

 

Sebagaimana diketahui, bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian telah 

diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang menegaskan kembali tugas yang diamanatkan oleh amandemen UUD 
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1945, melalui Pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dari uraian di atas tampak posisi dan kedudukan hukum antara Polri sebagai 

alat negara di bidang Keamanan Negara dan TNI sebagai alat negara di bidang 

Pertahanan Negara, dimana telah ada pemisahan secara jelas dan nyata dalam rangka 

pelaksanaan fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Indonesia. 

Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 Amandemen menyampaikan amanat agar segera 

disusun dalam suatu undang-undang tentang susunan dan kedudukan TNI, Polri, serta 

hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya dan syarat-syarat 

keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-

hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. 

Dari rumusan tersebut nampak bahwa tugas yang mendesak adalah bukan 

menyusun UU tentang Keamanan Nasional, melainkan undang-undang tentang 

syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Undang-Undang 

ini dapat disusun dengan perspektif situasi negara dalam keadaan bahaya menghadapi 

ancaman nasional. Untuk itu dibutuhkan pengerahan seluruh komponen bangsa dan 

sumberdaya alam serta buatan. Dengan demikian, menurut amanat Pasal 30 ayat (5) 

UUD 1945, yang perlu segera dituntaskan adalah UU Bela Negara, UU Mobilisasi 

dan Demobilisasi serta UU tentang Bantuan TNI dan Polri. 
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Bila kita cermati, masalah keamanan dan pertahanan sudah diatur melalui 

berbagai UU yang terkait, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, 

UU Darurat Nomor 23 Tahun 59 dan PP Nomor 16 Tahun 60, UU Keadaan Bahaya, 

KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Penerapan berbagai UU tersebut 

selama ini telah mampu menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan 

kondusif, sehingga dapat mengawal bangsa ini dalam menyelenggarakan 

pembangunan nasional. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu dibangun 

sinergisitas melalui perumusan peraturan pelaksanaannya tanpa harus membuat 

undang-undang baru. Sesungguhnya undang-undang yang telah ada dinilai telah 

cukup dan mengakomodir seluruh aspek keamanan, tanpa perlu perombakan lagi. 

Wacana pembuatan RUU Keamanan Nasional ini hanya akan mengundang polemik, 

menguras energi dan menyita waktu serta konsentrasi yang sebenarnya dapat 

difokuskan untuk pemecahan masalah lain, yang lebih memerlukan pemikiran dan 

prioritas penyelesaiannya. 

UUD 1945 dalam Pasal 30 hanya mengenal konsep pertahanan negara dan 

keamanan negara, tidak mengenal konsep keamanan insani dan keamanan publik. 

Bahkan konsep keamanan nasional juga tidak dikenal di dalam UUD 1945. Karena 

itu, secara filosofis dan konstitusional, konsep keamanan nasional tidak memiliki 

dasar di Indonesia. 

Perdebatan mengenai pengertian dan ruang lingkup tersebut kemudian 

memunculkan alternatif istilah “keamanan negara” (Kamneg) yang memberikan 

batasan terhadap ruang lingkup yang lebih spesifik. Argumen di balik pemilihan 
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istilah keamanan nasional adalah bahwa dimensi-dimensi non-militer memiliki 

dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas, dan oleh karenanya maka 

pengelolaan keamanan seharusnya mencakup baik pertahanan negara, keamanan 

negara, keamanan umum, tnaupun keamanan individu. Di lain pihak, istilah 

keamanan negara diusulkan karena kata “nasional” yang seringkali kita pakai lebih 

mencerminkan kemenyeluruhan (misal: pusat sampai daerah, semua daerah, semua 

lapisan masyarakat), sementara kata “nasional” yang diadopsi dari literatur berbahasa 

inggri,; “national security” lebih merujuk pada konsep negara bangsa yang diartikan 

keamanan bagi entitas negara. 

Perkembangan saat ini yang banyak menjadi perdebatan adalah kedudukan 

TNI dan Polri serta struktur organisasi kedua lembaga tersebut. John Locke 

mengemukakan bahwa kekuasaan untuk membuat perdamaian dan perang, 

membentuk liga dan aliansi merupakan wilayah kekuasaan federatif berdasarkan 

arahan kekuasaan legislatif untuk mempertahankan komunitas dan anggotanya.33 

Sedangkan Montesqiue meletakkan fungsi pertahanan dalam wilayah kekuasaan 

eksekutif. Montesqiue menyatakan By the second, he make peace or war, sends or 

receives embassies, establishes the public security, and provides againt invasion .34 

Perkembangan organisasi negara di masa modern mengarah menjadi 

semakin terdistribusi ke banyak organ. Berbagai lembaga dibentuk dengan 

kewenangan khusus di suatu masalah, namun meliputi aspek-aspek kekuasaan 

legislatif, eksekutif, maupun yudikatif Perkembangan ide konstitusionalisme atau 

pembatasan kekuasaan juga mengarah pada adanya pengaturan kelembagaan 

                                                
33 John Locke. 1982. Two Treatises of Government. Hal 167-168 
34 Montesqiue. 1752. The Sprit of Laws traslated by Tomas Nugent. London : G.Bell dan Sons Ltd 

Book XI - 6 
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pemerintahan yang bersifat independen. Independensi ini untuk menjaga agar fungsi 

suatu organisasi tidak disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini juga 

terjadi pada kelembagaan TNI dan Polri yang saat ini masih diperdebatkan 

kedudukannya, terutama dalam hubungannya dengan Presiden. 

Sebelum adanya Pasal 30 yang termaktub dalam Bab XII UUD 1945 yang 

berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara tersebut, ketentuan mengenai TNI hanya 

terdapat pada Pasal 10 UUD 1945. Pasal 10 itu berbunyi, “Presiden memegang 

kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. 

Dari ketentuan Pasal 10 itu, tidak diharuskan adanya jabatan Panglima Tentara 

Nasional Indonesia yang tersendiri. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif 

langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas ketiga angkatan 

tentara ini, sehingga Presiden biasa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi. 

Menurut paradigma atau jalan pikiran yang terkandung dalam ketentuan 

Pasal 10 UUD 1945 tersebut, cukup diadakan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, 

Udara, dan Laut, serta Kepala Staf Gabungan yang tunduk kepada otoritas Presiden 

sebagai Panglima Tertinggi. Tetapi, dalam Pasal 30 UUD 1945 yang disepakati dalam 

rangka perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketiga Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, dan Angkatan Laut itu dilihat dalam satu kesatuan organisasi 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam konsep organisasi tentara itu, sebagaimana 

telah menjadi kelaziman sejak masa-rnasa pemerintahan sebelumnya, dianggap perlu 

adanya Panglima TNI yang tersendiri. 

Sesudah reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara 

kedudukan dan peran TNI dan Polri, sehingga ABRI ditiadakan. Pemisahan tersebut 
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ditetapkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan 

Polri, serta Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran 

Polri.  

Perubahan terhadap perumusan dan penyusunan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 

adalah merupakan hasil dari Perubahan Kedua UUD 1945. Pemahaman yang kita 

ketahui mengenai adanya perubahan tersebut sebagaian besar adanya kehendak untuk 

memisahkan peran TNI dan POLRI dalam usaha dibidang pertahanan dan keamanan 

sebagai kekuatan utama dalam upaya peranan pertahanan dan keamanan negara yang 

dilaksanakan melalui suatu rumusan sistem yang disebut HANKAMRATA.  

Implementasi dari Pasal 30 tersebut diantaranya adalah adanya pemisahan TNI dan 

POLRI pada era reformasi yang menunjukkan paradigma baru ABRI dalam sistem 

ketatanegaraan. Hal ini mengandung maksud bahwa hampir diseluruh dunia, 

kepolisian bukanlah bagian dari fungsi militer melainkan polisi berada dibawah 

otoritas sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta pengayoman 

terhadap masyarakat. Kerancuan terminologi yang disebabkan oleh menyatunafaskan 

pertahanan dengan keamanan pada masa rezim yang lalu telah membawa paradigma 

yang keliru sehingga para pengambil keputusan politik merespon tuntutan masyarakat 

untuk memisahkan  TNI dan POLRI. 

Rencana reposisi, redefinisi, dan reorganisasi baik peran TNI maupun peran 

POLRI secara keseluruhan telah lama dibahas. Benang merahnya bahwa kewenangan 

POLRI dibidang keamanan, tidak berarti TNI dibebaskan dari urusan keamanan 

dalam negeri (Kamdagri) dalam kondisi tertentu dimana kedaulatan negara terancam 

maka TNI sesuai dengan ketentuan yang (akan) berlaku, baik UU Penanggulangan 
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Keadaan Bahaya atau apapun bentuknya, nanti akan tampil untuk menegakkan 

kembali kedaulatan.  

Setelah adanya pemisahan TNI dan Polri,  maka pada tahun 2002 

diundangkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan juga UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4169). 

Selanjutnya, pada tahun 2004 dibentuk pula undang-undang khusus tentang 

TNI. Rancangan UU tentang TNI itu disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada 

Rapat Paripurna DPR 30 September 2004. RUU yang telah mendapat persetujuan 

bersama itu selanjutnya disahkan dan diundangkan menjadi UU Nomor 34 Tahun 

2004 pada 19 Oktober 2004. Berdasarkan UU tentang TNI ini, jelas ditentukan bahwa 

TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Masing-

masing angkatan dipimpin Kepala Staf Angkatan. 

Bab III tentang Kedudukan, Pasal 3 (1) menentukan bahwa dalam 

pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah presiden; 

ayat (2)-nya menentukan bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta 

dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi departemen pertahanan. Sementara 

itu, Pasal 4 (1) mengatur bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Laur, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau 

gabungan di bawah pimpinan Panglima. Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditegaskan oleh ayat (2)-nya mempunyai kedudukan yang sama dan 

sederajat. 
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Selanjutnya, dalam BAB IV diatur pula tentang peran, tuugsi, tugas TNI. 

Menurut Pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsinya 

ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa selaku alat pertahanan negara, TNI itu 

berfungsi sebagai: 

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar 

dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa 

b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a 

c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan 

keamanan. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara 

Sedangkan rincian tugasnya diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu TNI 

bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2)-nya menentukan bahwa 

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu dilakukan dengan (a) operasi 

militer untuk perang; dan (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk: 

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 
3. Mengatasi aksi terorisme 
4. Mengamankan wilayah perbatasan 
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis 
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri 
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7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya 
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini 

sesuai dengan sistem pertahanan semesta 
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 
10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan 

dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang 
11. Membantu mengarnankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan 

pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia  
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian 

bantuan kemanusiaan 
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) 
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap 

pembajakan, perompakan, dan penyelundupan 
 

Semua ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selanjutnya, dalam 

Pasal 8 UU TNI juga diatur dengan jelas mengenai tugas-tugas masing-masing 

angkatan. Tugas Angkatan Darat adalah: 

a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan 

b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat 

dengan negara lain 

c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 

darat 

d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat 

Tugas-tugas Angkatan Laut diatur dalam Pasal 9, yaitu: 

a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan 

b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional 

sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah 

diratifikasi 

c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan 
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politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah 

d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 

laut 

e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut 

Sedangkan Pasal 10 UU TNI No. 34 Tahun 2004 mengatur tentang tugas-

tugas Angkatan Udara, vairu sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan 

b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara 

vurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan 

hukum internasional yang telah diratifikasi 

c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 

udara 

d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara 

Khusus mengenai postur dan organisasi TNI diatur pula dengan jelas dalam 

Bab V UU No. 34 Tahun 2004 tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), ditegaskan 

bahwa postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan 

negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. Postur TNI 

seperti dimaksud dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan 

negara. Sedangkan mengenai organisasi, juga diatur dengan sangat jelas mulai dari 

Pasal 12 sampai dengan Pasal 16. Pasal 12 menegaskan bahwa organisasi TNI terdiri 

atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, 

Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. Markas 

Besar TNI tersebut terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur 
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pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama operasi. Markas Besar 

Angkatan juga terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur 

pelayanan, badan pelaksana pusat, dan komando utama pembinaan. Perbedaannya 

hanya terletak pada komando utama operasi ada di Markas Besar TNI, sedangkan 

komando utama pembinaan terdapat di Markas Besar Angkatan. Sesuai Pasal 12 ayat 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi TNI sebagaimana tersebut di 

atas, diatur dengan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden. 

Selanjutnya, dalam Pasal 13 UU No. 34 Tahun 2004 itu ditentukan bahwa 

TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan dan 

pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jabatan 

panglima itu dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap 

angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. 

Untuk mengangkat panglima sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) 

UU tentang TNI, presiden mengusulkan satu orang calon panglima untuk 

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat terhadap calon panglima yang dipilih oleh Presiden. disampaikan paling 

lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan 

persetujuan calon panglima diterima DPR. 

Dalam hal DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan oleh 

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan 

satu orang calon lain sebagai pengganti. Jika DPR tidak menyetujui calon panglima 

yang diusulkan oleh Presiden, DPR memberikan alasan tertulis yang menjelaskan 
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ketidaksetujuannya. Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban seperti dimaksud, 

DPR dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat 

panglima baru dan memberhentikan panglima lama. 

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (10), tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden. Selanjutnya, ditentukan pula dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa masing-masing 

angkatan dipimpin seorang kepala staf angkatan yang berkedudukan di bawah 

panglima serta bertanggung jawab kepada panglima. Kepala staf angkatan diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul panglima. Kepala staf angkatan tersebut 

diangkat dari perwira tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan 

memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Menurut Pasal 14 ayat (4), tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian kepala staf angkatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 UU Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI tersebut diatur 

dengan Keputusan Presiden. Pasal 15 UU TNI juga mengatur tugas dan kewajiban 

panglima. 

Berkenaan dengan TNI, UUD 1945 mengatur pula mengenai Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 UUD 1945 menentukan, 

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara”. Sebagai bagian dan TNI, maka ketiga angkatan itu sama-sama 

berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan negara sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, khusus mengenai Angkatan Laut, 

berdasarkan ketentuan undang-undang sampai sekarang masih tetap diberi fungsi 
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sebagai aparat keamanan di laut. Karena itu, dalam praktik sering timbul masalah atau 

perselisihan pendapat di lapangan antara aparat Polisi Air dengan TNI Angkatan 

Laut. Pertentangan pendapat ini mengandung potensi untuk menjadi peselisihan 

antara Polri dengan TNI, khususnva dengan TNI Angkatan Laut. Karena itu, di 

samping Tentara Nasional Indonesia, masing-masing angkatan darat, laut, dan udara 

juga secara khusus perlu diperlakukan sebagai subjek hukum konstitusi secara 

sendiri-sendiri, karena potensinya sebagai penyandang tugas dan kewenangan yang 

ditentukan oleh UUD 1945. 

Dalam Pasal 30 ayat (5) ditentukan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan 

Polri dalam menjalankan tugasnya, diatur dengan undang-undang. Dalam rangka 

pelaksanaan amanat UUD) 1945 itulah, maka pada tahun 2002 telah dibentuk 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Undang-undang ini diundangkan pada 8 Januari 2002. Dalam Pasal 2 UU ini, 

ditentukan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi dari fungsi-fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum (law enforcement), perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. Pengaturan konstitusional seperti tersebut di atas, pada pokoknya, 

sejalan dengan semangat reformasi nasional yang antara lain mendorong 

dilakukannya pemisahan antara TNI dan Polri dari struktur organisasi yang 

sebelumnya bernama ABRI. 

Mengenai susunan dan kedudukan kepolisian, ditentukan dengan jelas dalam 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka 

pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi 

dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Ketentuan mengenai daerah hukum tersebut diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, susunan 

organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan 

kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Presiden (Keppres). Pasal 8 menentukan bahwa Kepolisian Negara 

Republik lndonesia berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Kapolri yang dalam 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Kepala Polri, menurut Pasal 9, menetapkan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Ditegaskan oleh Pasal 10 ayat (1) bahwa 

Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan 

wewenang kepolisian secara hierarki. Ketentuan mengenai tanggung jawab secara 

hierarki tersebut menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) diserahkan pengaturannya lebih 

lanjut kepada Kepala Kepolisian RI untuk menetapkannya dengan keputusan. 

Selanjutnya, dalam Pasal 11, diatur hal-hal sebagai berikut: 

1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

2. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada 
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Dewan Penvakilan Rakyat disertai dengan alasannya 

3. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling 

lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat 

4. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden 

dianggap disetujui oleh Dewan Penvakilan Rakyat 

5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri 

dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat 

6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier 

7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden 

8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri 

Mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Bab III mulai dari 

Pasal 13 sampai dengan 19 dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara adalah (a) memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, 
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas 

pokoknya tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 14, Polri bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di jalan 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umuni 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 
instansi dan/atau pihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannva dalam 
lingkup tugas kepolisian 

l. Pelaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
 

Pejabat Kepolisian Negara RI menjalankan tugas dan wewenangnya di 

seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnva di daerah hukum pejabat yang 

bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk 

kepentingan umum pejabat kepolisian negara dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan 

ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara 

senantiasa dituntut untuk bertindak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku 

dan dengan mengindahkan norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

ditentukan pula bahwa Kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan 

(preventif) daripada tindakan represif. Jika tindakan preventif dilupakan, polisi 

cenderung hanya akan bertindak represif dan pada gilirannya, karena terus-terusan 

bertindak represif, lama kelamaan polisi akan menjadi ancaman bagi rakyat yang 

justru membutuhkan pengayoman dan rasa aman dari kepolisian. 

Dalam tubuh Polri sendiri secara proposional reformasi sektor keamanan  

berjalan dengan baik, hanya pada proses yang lebih serius belum berdampak pada 

substansi permasalahan. Dengan bekal legal-politik berbentuk Tap MPR/VI /2000 

dan Tap MPR/VII/2000, Polri menjadi salah satu lembaga yang secara profesional 

hanya akan diarahkan kepada tugas-tugas keamanan, khususnya keamanan dalam 

negeri (kamdagri). Ketetapam MPR tersebut mendorong dan mengarahkan Polri 

sebagai kekuatan polisi sipil, yang mengutamakan hukum dan ketertiban. Sedangkan 

turunan dari kedua ketetapan tersebut lahir UU No. 2 Tahun 2002, yang memperjelas 

tugas da anggungjawab Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan.  

Salah satu yang mendapatkan imbas dari reformasi Polri adalah perubahan 

pada doktrin yang digunakan. Sebelumnya memakai doktrin yang sama dengan TNI, 

yakni Catur Darma Eka Karma (Cadek). Doktrin Polri yang lama yakni; Tata 

Tentrem Karta Raharja kembali digunakan, dengan menanggalkan Sapta Marga. 

Doktrin tersebut diartikan sebagai pembinaan ketertiban dan pengamanan umum, dan 
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memberikan jaminan terselenggaranya kegiatan masyarakat, yang memiliki tujuan 

untuk mencapai kesejahteraan. Sapta marga dan sumpah prajurit digantikan dengan 

Tri Brata Catur Prasetya, yang berarti polisi adalah abdi utama dari nusa dan bangsa, 

warga teladan daripada negara, wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat. Catur 

prasetya berisi butir-butir kesetiaan prajurit kepada negara dan pimpinannya, siap 

mengenyahkan musuh negara dan masyarakat, mengagungkan negara, dan tidak 

terikat terhadap kecintaan kepada suatu keinginan.  

Sedangkan reformasi Polri pada aspek Kultural mencakup perubahan 

manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengawasan yang 

bernuansa pada perubahan kultur yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan Polri 

secara prima kepada masyarakat. Hal tersebut dimanifestasikan dengan pola 

perubahan pendidikan dan kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional. 

Rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah aparat Polri yang menjadi salah satu 

point penting juga terus dilakukan dengan mengarah kepada rasio ideal jumlah 

penduduk dengan personil Polri. 

Namun demikian, sebagaimana yang dialami dalam reformasi di tubuh TNI, 

pada Polri juga mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan 

tersebut antara lain: Pertama, UU No. 2 Tahun 2002,Tentang Polri masih 

mencerminkan corak militeristik dan sentralistik ketimbang semangat polisi sipil 

yang hendak diwujudkan.  

Kedua, tumpang tindihnya tugas dan wewenang Kapolri, selain sebagai 

penyelenggara operasional, Kapolri juga merumuskan berbagai kebijakan non-

operasional. Sehingga dalam konteks manajemen dan penyelenggaraan negara yang 
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baik hal tersebut merupakan bagian dari penyimpangan. Sebab kodrat polisi di 

belahan dunia manapun merupakan institusi pengelola keamanan, yang bersifat 

operasional. 

Ketiga, Efek dari konsep Polri sebagai polisi nasional menyebabkan daerah 

enggan untuk memberikan bantuan ataupun bentuk subsidi lainnya kepada institusi 

Polri. Hal ini terkait dengan tidak adanya share dalam bentuk desentralisasi 

manajemen Polri kepada kepala daerah, sehingga Polri di daerah akan terintegral 

dalam konektivitas kelembagaan.  

Kontrol sipil terhadap penataan kelembagaan sector keamanan pada 

hakikatnya terletak pada sejauhmana proses pelembagaan, khususnya TNI dan Polri 

dapat diposisikan dalam kerangka negara demokratik. Artinya apabila lembaga 

tersebut sudah tertata dengan baik, maka sesungguhnya control sipil yang efektif akan 

berjalan dengan baik pula. Berkaitan dengan perdebatan RUU Kamnas yang 

mempermasalahkan posisi TNI dan khususnya Polri dalam tata pemerintahan 

memberikan satu paradigma baru bahwa upaya untuk meletakkan posisi kelembagaan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan menjadi rumit untuk 

diimplementasikan. Penolakan Polri untuk berada di bawah departemen mensiratkan 

bahwa permasalahan penataan kelembagaan sector keamanan mengalami 

permasalahan yang serius. 

Permasalahan apakah Polri akan berada di bawah satu departemen atau tetap 

dengan kondisi sekarang sebenarnya terkait pada dua sudut pandang yang berbeda. 

Persfektif pertama, pendekatan penataan kelembagaan politik menjadi satu penegas 

pentingnya Polri hanya mengurusi hal-hal operasional saja, tidak pada perumusan 
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kebijakan. Pandangan ini cenderung menisbihkan esensi dan realitas di Polri sendiri 

sebagai polisi yang cenderung memiliki watak korporat yang kental sebagaimana 

TNI. Artinya memaksakan Polri harus berada di bawah satu departemen yang 

sesungguhnya juga tidak terlalu baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena 

watak korporat Polri akan mengganggu pada konsolidasi departemen terkait. 

Perspektif yang kedua lebih pada bagaimana membangun paradigma tentang 

akuntabiltas pada substansi, bukan pada wadah. Posisi di manapun Polri akan terukur 

sejauhmana akuntabilitas Polri dapat dipertanggungjawabkan. Artinya peluang untuk 

tetap di posisi seperti sekarang besar peluangnya selama pengawasan yang aktif dapat 

dilakukan. 

Dari dua persfektif tersebut dapat dilihat bahwa berbagai skenario yang 

dimunculkan akan mengacu pada sejauhmana Polri secara kelembagaan dapat 

dikontrol oleh masyarakat. Ada lima skenario reposisi Polri dalam pelembagaan 

politik yang kelak termakhtub dalam UU Kamnas, yakni: Pertama, Polri berada di 

bawah Departemen Dalam Negeri. Skenario pertama ini secara realitas sesungguhnya 

sudah gugur, karena Departemen Dalam Negeri secara kelembagaan tidak siap untuk 

’menyusui’ Polri. Dengan berbagai permasalahan tentang dinamika otonomi daerah, 

sesungguhnya menggambarkan bahwa departemen tersebut tengah merangkai bom 

waktu dengan adanya aktivitas Linmas dan Satpol PP yang membuat garis koordinasi 

dengan Polri perihal mewujudkan Kamtibmas cenderung longgar. Di samping itu, 

satu hal yang perlu dipahami adalah kepolisian kita merupakan kepolisian yang lahir 

dari suasana perang, sehingga ketika terintegrasikan ke Depdagri, maka permasalahan 

yang kemudian muncul akan makin kompleks.  
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Kedua, Polri di bawah Departemen Hukum dan HAM. Infrastruktur yang 

dimiliki oleh departemen ini relatif minim dalam hal penegakan hukum. 

Memindahkan Polri dengan anggota sekitar 250 ribu anggota dengan berbagai 

permasalahannya akan membuat departemen tersebut kewalahan dan tidak siap. 

Bahkan disinyalir, ongkos sosial yang dikeluarkan untuk mengintegrasikan Polri ke 

departemen ini akan membengkak, karena cenderung membangun dari awal berbagai 

fasilitas pendukungnya. Kondisi ini juga terkait dengan berbagai permasalahan 

koordinasi kelembagaan pada upaya penegakan hukum dan penyidikan yang akan 

tumpang tindih. 

Ketiga, Polri di bawah Kejaksanaan Agung. Langkah tersebut sama saja 

mengakumulasikan kerja penyidikan dan penegakan hukum dalam satu pintu. 

Sementara sebagaimana diketahui karakteristik kedua institusi tersebut berbeda satu 

dengan yang lainnya. Penggabungan ataupun mengintegrasikan Polri di Kejaksaan 

Agung akan menciptakan permasalahan baru, terkait pada tugas-tugas penegakan 

hukum dan penyidikan antara kedua institusi tersebut, khususnya pada kasus-kasus 

politik dan ekonomi khusus tingkat tinggi. 

Keempat, membentuk kementerian baru dengan nama Kementerian 

Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), di mana unsur Polri menjadi unsur utama, dan 

bekerja sama secara sistematik dengan Departemen Dalam Negeri, BIN, TNI, dan 

lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan dalam 

negeri. Keberadaan kementerian baru tersebut setidaknya akan membantu tugas 

Menkopolhukam dalam hal koordinasi dan antisipasi berbagai permasalahan yang 

terkait di dalam negeri, seperti pada Konflik Poso, Papua, hingga konflik komunal 
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lainnya. Hanya saja kelemahan dari pembentukan kementerian tersebut ada pada 

pemposisian Polri yang cenderung akan sangat dominan, apalagi bila sudah 

ditegaskan adanya UU Kamdagri. 

Kelima, membentuk Departemen Kepolisian atau Kementerian Kepolisian. 

Langkah ini sebenarnya pernah dicoba pada masa Orde Lama, namun karena 

konsepsinya berbeda dengan esensi kepolisian demokratik, maka Polri ketika itu 

menjadi kepanjangan tangan dari penguasa. Namun tidak ada salahnya diujimaterikan 

kembali, karena kondisi yang berbeda dengan era Soekarno dulu. Di Afrika Selatan 

pernah terjadi pula di mana Departemen Kepolisiannya merupakan kepanjangan 

tangan dari penguasa yang menerapkan Apartheid. Sesungguhnya keberadaan 

Departemen Kepolisian ataupun Kementerian Kepolisian merupakan solusi terbaik 

bagi tuntutan agar Polri tidak memiliki dua fungsi: perumusan kebijakan dan 

operasional. Di samping itu, ongkos sosialnyapun sangat kecil. 

Berdasarkan uraian di atas,  untuk mengatur koordinasi dan perbantuan di 

lapangan, perlu adanya UU Kamnas. Rancangan perundang-undangan tersebut 

diharapkan akan menjawab kebuntuan soal problematika koordinasi dan 

operasionalisasi di lapangan, khususnya terkait dengan persinggungan kerja dan 

batasan wilayah tugas, apakah masalah keamanan dalam negeri (Kamdagri), ataupun 

masalah pertahanan luar (external defense). Mana saja yang menjadi wilayah abu-

abu, dan bagaimana proses yang harus diambil saat kondisi tersebut berlangsung. Di 

sini sesungguhnya keberadaan UU Kamnas sebagai payung legal menjadi begitu 

penting bagi aktor keamanan seperti TNI, Polri, maupun intelijen. Tanpa adanya 

perundang-undangan payung tersebut, kordinasi yang buruk, serta bentrok antar 
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aparat di lapangan niscaya akan sulit untuk diminimalisir.  

 

C. Hubungan Ideal antara TNI dengan Polri  dalam Pertahanan dan Keamanan 

Negara 

Satu hal yang harus disepakati dalam melihat sejauh mana Reformasi Sektor 

Keamanan berjalan dengan baik di suatu negara adalah adanya pengakuan supremasi 

sipil dari militer, dalam kasus Indonesia ada pada institusi TNI dan Polri. Pengertian 

supremasi sipil secara sederhana diartikan sebagai pengakuan militer atas semua 

produk yang dibuat pemerintah sipil hasil pemilu yang demokratis, baik produk yang 

berkaitan dengan regulasi di militer sendiri, ataupun yang secara tidak langsung 

terkait dengan militer. Hal ini juga menyangkut soal sejaumana distribusi kekuasaan 

yang ada di pemerintahan sipil hasil pemilu demokratis kepada tiga cabang kekuasaan 

sipil, yakni; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena hal tersebut terkait dengan 

apakah fungsi kontrol antar lembaga berjalan dengan efektif sebagaimana yang 

termaktub dalam mekanisme checks and balances. 

Terkait dengan supremasi sipil, dalam memuluskan jalan bagi Reformasi 

Sektor Keamanan, maka dibutuhkan dan tersedianya regulasi-regulasi politik yang 

mengatur kedudukan ataupun posisi militer dalam konteks negara demokratis. 

Dengan mensyaratkan bahwa regulasi-regulasi politik tersebut harus transparan, dan 

akuntabilitasnya terjaga. Adapun transparansi dan akuntabilitas harus menyentuh 

seluruh aspek, mulai kebijakan menangani ancaman, anggaran, logistik, dan peralatan 

dari seluruh instansi yang menangani pertahanan dan keamanan.  
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Keamanan dalam persfektif Reformasi Sektor Keamanan bukanlah sekedar 

berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban, melainkan sesuatu yang lebih 

luas, yang mana menyangkut soal survivability of human being. Sehingga dalam 

implementasinya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan bukan hanya institusi 

militer dalam pengelolaannya.  

Cakupan yang luas perihal pengertian keamanan dalam Reformasi Sektor 

Keamanan membawa konsekuensi bagi pelibatan berbagai lembaga untuk 

menciptakan keamanan, sebagaimana prasyarat tersebut di atas. Gagasan Reformasi 

Sektor Keamanan dipahami sebagai bagian dari konsekuensi dari cakupan yang luas 

dari pengertian keamanan tersebut. Karenanya keamanan tidak hanya terbatas 

pengertiannya pada keamanan negara (state security) yang cenderung syarat dengan 

dimensi militer, tapi sudah meluas kepada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti 

human security, hingga kepada hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas 

manusia. Sehingga dibutuhkan penanganan dan pengelolaan yang melibatkan lebih 

dari satu lembaga atau institusi, namun tetap bersumber pada kebijakan yang berasal 

dari pemerintahan sipil demokratis. 

Secara umum sektor keamanan (security sector) didefinisikan sebagai 

seluruh organisasi yang mempunyai otoritas untuk menggunakan atau mengerahkan 

penggunaan kekerasaan fisik atau ancaman penggunaan kekerasan fisik dalam rangka 

melindungi negara dan warganegara maupun segenap institusi sipil yang bertanggung 

jawab tentang pengelolaannya dan pengawasannya. Dalam definisi tersebut 

terkandung supremasi sipil atas institusi keamanan, karena dalam konteks negara 
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demokratik, pengelolaan dan pengawasan sektor keamanan ada pada pemerintahan 

sipil. 

Berdasarkan definisi itulah kemudian ditegaskan bahwa tujuan Reformasi 

Sektor Keamanan adalah transformasi institusi-institusi keamanan sehingga mereka 

dapat menjalankan perannya secara efektif, legitimate, dan bertanggung jawab dalam 

memberikan jaminan keamanan kepada warga negaranya. Sehingga secara harfiah 

dipahami juga bahwa tujuan Reformasi Sektor Keamanan berarti memberikan 

jaminan rasa aman kepada masyarakat. Dalam pada itu juga, pada akhirnya 

mengandung konsekuensi agar TNI dan Polri benar-benar menjadi institusi keamanan 

yang profesional sebagai prasyarat agar fungsi-fungsi yang dijalankan dapat berjalan 

dengan efektif. Salah satu hal yang paling esensial adalah adanya perubahan 

paradigma pembangunan pascaperang dingin, di mana sektor keamanan merupakan 

bagian dari substansi dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat.  

Meski sejak awal menekankan pentingnya profesionalisme di TNI dan Polri, 

namun sejatinya reformasi bidang keamanan memiliki cakupan yang lebih luas, tidak 

sekedar militer dan polisi. Reformasi Sektor Keamanan dalam persfektif yang lebih 

luas mencakup juga Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM yang 

membawahi Direktorat Imigrasi, Departemen Pertahanan, Kejaksaan, parlemen, 

Badan Intelejen (Bais dan BIN), TNI, dan Polri. Namun dalam tulisan ini hanya akan 

membahas Reformasi Sektor Keamanan yang terjadi di TNI, dan Polri. Namun secara 

sempit Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia dimaksudkan untuk, yakni; 
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1. Membangun kemampuan pelaksana keamanan (khususnya TNI dan Polri yang 

medapatkan mandat untuk menggunakan kekerasan) yang profesional dan tunduk 

kepada prinsip demokrasi. 

2. Mengembangkan kemampuan institusi penyelenggaraan pertahanan (Dephan). 

3. Mendorong dan memperkuat peran aktif institusi pengawas (oversight), yakni 

parlemen dan civil society (termasuk media).  

Perumusan agenda guna mencapai tiga tujuan utama Reformasi Sektor 

Keamanan di Indonesia di atas memerlukan parameter yang jelas. Ada lima parameter 

untuk mengukur capaian pada prioritas pada reformasi aktor pelaksana, aktor 

penyelenggara, dan aktor pengawas ditentukan oleh, yakni : 

1. Tertatanya ketentuan perundang-undangan berdasarkan the rule of law. 

2. Terbangunnya kemampuan pengembangan kebijakan (policy development), 

menyusun perencanaan pertahanan (defense planning) dan implementasi 

kebijakan 

3. Terwujudnya profesionalisme aktor pelaksana, yakni TNI,dan Polri. 

4. Kemampuan dan efektivitas pengawasan dari parlemen dan masyarakat sipil, 

termasuk media. 

5. Pengelolaan anggaran pertahanan TNI dan Polri.  

Namun dari lima parameter tersebut setidaknya menekankan pada tiga hal 

kunci, yakni; pengembangan profesionalisme TNI, Polri, dan badan intelejen, 



 114

capacity building Departemen Pertahanan, dan aktor pengawas, serta kampanye 

publik mengenai pentingya Reformasi Sektor Keamanan. 

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru 

(blue print) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini 

adalah kebijakan politik yang dihasilkan dari dua lembaga, yakni presiden dan 

parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prnsipnya adalah pondasi dan peletak 

dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia. 

Tantangan yang lebih serius dan mengancam eksistensi kebangsaan, baik dilihat 

secara geopolitik, dinamika hubungan antar negara, konflik internal maupun 

eksternal, dan hal lain yang menjadi bagian dari ancaman bagi eksistensi negara 

seperti kejahatan transnasional, hingga aksi terorisme. Hal tersebut sejatinya yang 

membuat banyak negara mengkaji ulang strategi besar pertahanannya, termasuk 

Indonesia. 

Ada pun harus digarisbawahi adalah bahwa selama strategi besar pertahanan 

tersebut belum jelas, maka dapat dipastikan bahwa reformasi bidang pertahanan 

negara akan semakin tidak jelas, dan bukan tidak mungkin akan mengalami jalan 

buntu. Sebab strategi besar pertahanan menjadi satu tolak ukur bagi operasional 

pengentasan TNI dari semua wilayah, baik politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. 

Menegaskan akan pentingnya supremasi sipil sebagaimana yang diulas di atas, adalah 

menitikberatkan bahwa pengakuan dan mengikuti arahan yang ditetapkan oleh 

pemerintahan sipil yang terbentuk secara demokratis melalui pemilu. Ada dua 

indikator minimal dari supremasi sipil. Pertama, Departemen Pertahanan harus 

dipimpin oleh seorang menteri pertahanan dan harus murni berasal dari sipil. Kedua, 
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adanya kontrol efektif dalam kebijakan pertahanan, operasional militer, dan anggaran 

dari sipil. Adanya kontrol sipil ini harus tercermin dalam peran parlemen untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legislasi yang telah dilakukan melalui 

alokasi anggaran negara untuk pertahanan. 

Akan tetapi harus pula diakui bahwa setelah empat presiden yang mengganti 

Soeharto dan Orde Baru, problematika Reformasi Sektor Keamanan yang bertumpuk, 

di mana muara dari permasalahan tersebut adalah pada supremasi sipil yang belum 

terbangun kokoh. Elit politik sipil yang masih belum konsisten dalam menata dan 

memposisikan TNI, dan Polri dalam kehidupan bernegara. Pengalaman dua kali 

pemilu, yakni 1999 dan 2004 lalu menggambarkan bahwa titik lemah pada upaya 

agar TNI, dan Polri menjadi profesional adalah pada tingkat kesadaran elit sipil 

perihal upaya menata dan mereformasi lembaga sektor keamanan adalah sesuatu yang 

harus dilakukan. Bahkan kecerdasan sipil tersebut terkoreksi saat salah satu anggota 

parlemen mengatakan bahwa anggota TNI dan Polri boleh ikut dalam kontestasi 

demokrasi lokal, yakni pilkada. Disinilah penting untuk ditegaskan bahwa secara 

prinsip Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia berjalan dengan sangat lamban, 

dalam pengertian bahwa cita-cita sebagaimana yang diulas perihal definisi dan tujuan 

Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia memang terus berjalan, hanya saja, karena 

lamban dan kurang sistematis, serta tidak adanya strategi besar yang melingkupi 

semua agenda Reformasi Sektor Keamanan tersebut, maka menjadi rumit untuk 

dikatakan telah berhasil dengan baik. Bahkan secara proposonal dapat digambarkan 

bahwa keberhasilan Reformasi Sektor Keamanan  hanya terjadi pada pelembagaan 

saja, dalam hal ini masih sebatas simbol-simbol belaka, namun praktiknya strategi 
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dan prilaku masih menggambarkan watak dan prilaku tentara yang masih haus pada 

kekuasaan politik dan ekonomi.  

Titik pijak utama dari reformasi sektor keamanan dan pertahanan adalah 

ditetapkannya Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan 

menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung 

di bawah Presiden presiden. Serta keluarnya Tap MPR/VII/200 tentang peran TNI 

dan Polri, yang mengatur tugas Polri di bidang keamanan dalam negeri, dan TNI di 

bidang pertahanan. Pijakan legal-politik ini menjadi inspirasi bagi lahirnya produk 

hukum lain, yang menopang dan memuluskan jalannya reformasi sektor pertahanan 

dan keamanan di Indonesia. Meski ada tarik menarik yang keras dalam 

mengimplementasikan, pemisahan dua lembaga tersebut berjalan dengan baik. 

Respon yang positif dari petinggi di TNI maupun Polri juga makin menambah 

keyakinan bahwa Reformasi Sektor Keamanan akan berjalan dengan gemilang dan 

berhasil. Titik krusial yang menjadi permasalahan ataupun yang sedikit banyak 

menambah beban politik bagi suksesnya Reformasi Sektor Keamanan adalah adanya 

godaan-godaan politik, khususnya ketika proses penjatuhan Wahid dari kursi 

kepresidenannya, di mana posisi TNI dan Polri ketika itu menjadi faktor yang 

memiliki dilema. Di satu sisi Wahid berusaha melakukan intervensi ke dalam internal 

TNI, di sisi lain juga ada elit politik sipil ikut menarik-narik TNI dan Polri ke dalam 

pertempuran elit politik sipil, yang berakhir pada kejatuhan Wahid.  

Respon positif dari Departemen Pertahanan juga menarik untuk dikaji, 

karena Departemen tersebut mengeluarkan buku putih yang berjudul: 

Mempertahankan Tanah Air Abad 21. buku putih tersebut menjadi satu-satunya 
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panduan bagi pelaksanaan Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, karena telah 

mencakup konsepsi suatu negara tentang elemen penting dan strategis dalam 

merumuskan kebijakan pertahanan, yang mana di dalamnya mencakup persepsi 

terhadap ancaman dan dukungan anggaran. Penyusunan buku putih Departemen 

Pertahanan tersebut adalah amanat dari UU Nomor  3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara. UU Nomor 3 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa penyusunan kebijakan 

pertahanan negara dilakukan secara konseptual ke dalam sebuah buku putih. Di mana 

di dalamnya termuat pula reformasi sektor pertananan dan keamanan dilakukan 

dengan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, yang dilakukan bertahap dan 

berkelanjutan, mencakup penataan budaya, struktur, dan tata nilai yang menyeluruh.  

Secara umum, buku putih tersebut menjelaskan posisi Indonesia dari 

kemungkinan berbagai ancaman. Di samping itu, buku tersebut juga menggambarkan 

bagaimana cara pandang Indonesia terhadap dunia luar, dan negara-negara lain. Hal 

ini dimaksudkan agar negara-negara lain, khususnya yang berdekatan dengan 

Indonesia tidak curiga apabila kita membangun sistem dan alat pertahanan yang 

dikehendaki. 

Meski buku putih tersebut telah menggambarkan arah kebijakan tentang 

pertahanan negara, namun secara substantif belum komprehensif. Ada beberapa 

kelemahan yang menunjukkan buruknya formulasi kebijakan pertahanan di 

Indonesia. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: pertama, buku tersebut 

tidak memuat geostrategis, yakni kondisi mutakhir perkembangan dunia 

internasional, khususnya dinamika hubungan antara negara adidaya dan dinamika 

kekuatan regional sebagai dasar penentuan kemungkinan ancaman. 
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Kedua, buku tersebut tidak memaparkan lini diplomasi guna 

menggambarkan formula kerja sama dalam menangkal ancaman keamanan. Ketiga, 

buku putih ini belum menyinggung upaya diplomasi preventif dalam keamanan 

regional bilateral maupun multilateral, sehingga terkesan terlalu berorientasi ke 

dalam. 

Keempat, buku putih tersebut belum merumuskan ancaman, yang berkaitan 

dengan geopolitik dan posisi Indonesia yang berada di posisi silang. Hal ini terkait 

kemungkinan dengan posisi negara adidaya yang hampir selalu menggunakan potensi 

militernya untuk mengamankan kepentingannya. Di samping adanya kemungkinan 

ancaman non-tradisional, yang dapat menjadi satu ancaman tradisional, khususnya 

yang berkaitan dengan ancaman terorisme. 

Kelemahan yang ke lima adalah pada tidak mencerminkan dari analisis 

strategis yang komprehensif. Karena cenderung kepada analisis yang bervisi pada 

pertahanan darat. Hal ini jelas merupakan pengingkaran atas kebutuhan Indonesia 

untuk lebih mengkonsentrasikan kepada pertahanan laut dan udara, karena wilayah 

laut Indonesia yang luas. Dengan bersandar kepada strategi alternatif pengembangan 

kekuatan maritim regional di kawasan Asia Timur. Untuk mengembangkan kekuatan 

pertahanan laut setidaknya memiliki dua kriteria. Kesatu, adanya anggaran belanja 

Angkatan Laut (naval expenditure) yang signifikan. Setidaknya sama dengan 50 % 

total anggaran belanja di suatu kawasan. dua, anggaran tersebut menjelma menjadi 

armada kapal perang yang setidaknya sama dengan 50 % total kapal perang di Asia 

Timur.  
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Secara filosofis, negara membutuhkan suatu pengaturan yang jelas 

mengenai pola penanggulangan ancaman yang membahayakan kedaulatan dan 

keselamatan negara. Oleh karena itu, penataan secara holistik mengenai upaya untuk 

memperjuangkan kepentingan nasional sangat perlu, khususnya penataan dalam 

menghadapi ancaman yang serius terhadap eksistensi, kedaulatan negara sehingga 

dapat membahayakan keamanan negara. 

Dengan demikian yang masih perlu diatur dalam Sistem Keamanan Negara 

adalah mekanisme penyelenggaraan keamanan yang menyangkut tentang pelibatan 

segenap unsur, penentuan peran, pengendalian dan tanggungjawab unsur-unsur yang 

melibatkan manakala negara menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan 

negara secara menyeluruh. Dengan kata lain, yang perlu disusun adalah ekanisme 

dalam rangka menghadapi kondisi gawat sampai kondisi darurat/perang. Secara 

yuridis, saat ini masih terdapat kekosongan undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan keamanan dalam menghadapi situasi gawat dan darurat. Sejauh ini 

yang menjadi acuan pengaturan keamanan dalam kondisi gawat atau darurat adalah 

UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya yang isinya sudah tidak relevan 

lagi dengan perkembangan hukum dan kehidupan demokrasi dalam era reformasi. 

Sementara itu pengaturan mengenai pelibatan TNI-Polri sudah ada, namun 

masih belum jelas dan belum dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam 

penyelenggaraan Keamanan Nasional yang membutuhkan pelibatan TNI Polri. 

Dari aspek sosiologis, sebagian masyarakat mencemaskan bahwa Sistem 

Keamanan Negara masih sangat lemah, terutama pada sat menghadapi situasi darurat 
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akibat bencana besar atau gangguan keamanan yang sifatnya meluas atau ancaman 

yang serius/sangat mengancam keutuhan negara, kedaulatan negara atau keselamatan 

negara. 

Ketika menghadapi bencana Tsunami, terjadi kerancuan penanggulangan 

bencana tersebut. Tidak jelas siapa yang bcrtanggungjawab, siapa yang 

mengendalikan dan bagaimana peran masing-masing unsur yang terkait yang 

dilibatkan dalam penanggulangan bencana tersebut. 

Ketika menghadapi aksi separatisme bersenjata di Papua, yang telah 

menduduki lapangan terbang dan kantor yang menunjukkan telah terjadi penguasaan 

simbol kedaulatan negara oleh kelompok separatis bersenjata, ternyata masih terjadi 

kerancuan dalam menentukan sikap negara dan tindakan yang harus diambil untuk 

menghadapi ancaman yang serius, kapan saatnya pengerahan TN1, kapan saatnya 

Polri dapat melimpahkan permasalahan keamanan kepada TNI dan sebagainya. 

Dengan mempertimbangkan alasan filosofis, yuridis dan sosiologis tersebut, 

maka memang sangat diperlukan: pertama, peraturan perundang-undangan mengenai 

penal, an dan penyelenggaraan Keamanan Negara dalam menghadapi ancaman 

bencana atau bahaya terhadap negara dan kepentingan nasional. Kedua, peraturan 

perundang-undangan yang dibutuhkan bukan pengaturan mengenai penataan dan 

penyelenggaraan Keamanan Negara dalam keadaan normal/stabil/tertib sipil karena 

dalam kondisi ini penataan keamanan sudah cukup diatur dalam undang-undang yang 

sudah ada, yaitu: UU Polri, UU Tindak Pidana dan UU Ketertiban ataupun peraturan 

lainnya. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk: 1) sebagai 



 121

pengganti UU Keadaan Bahaya yang sudah tidak relevan; 2) Merevitalisasi 

Kementerian Koordinator Polhukam sebagai lembaga yang bertugas pokok 

memberikan saran kepada Presiden dalam menghadapi ancaman Keamanan Nasional 

pada situasi gawat dan darurat dan yang mengkoordinasikan dan mengatur pelibatan 

unsur-unsur yang dilibatkan dalam menghadapi dan menanggulangi ancaman bencana 

atau bahaya terhadap negara dan kepentingan nasional. 

Sedangkan substansi RUU Keamanan Negara yang perlu ada: a) Hakikat 

Keamanan Negara dan Ancaman; b) Eskalasi Situasi Keamanan Negara yang sangat 

diperlukan untuk memperjelas anatomi ancaman Keamanan Negara dan menentukan 

lingkup yang perlu diatur; c) Pola dan mekanisme pelibatan unsur-unsur dalam 

menanggulangi ancaman yang membahayakan Keamanan Negara; d) 

Menkopolhukam berperan sebagai Tim Penasihat untuk memberikan saran kepada 

Presiden dalam menentukan status keamanan dan menentukan pola 

penanggulangannya. 

Hal-hal yang tidak perlu diatur agar tidak menimbulkan duplikasi atau 

tumpang-tindih dengan undang-undang lainnya, antara lain: a) Substansi yang 

bertentangan dengan aturan tentang sistem penyelenggaraan keamanan yang sudah 

diatur dalam undang-undang lainnya berdasarkan UUD 1945; b) Susbtansi mengenai 

masalah yang bersifat teknis penanggulangan terhadap ancaman Keamanan Negara 

dengan cara merinci Setiap gangguan, jenis gangguan berikut pola penanggulannya; 

dan c) Substansi tentang kedudukan dan kewenangan instansi/lembaga tertentu yang 

telah diatur dalam undang-undang organik masing-mlasing. 
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Penataan pola penanggulangan ancaman Keamanan Negara yang semata-

mata hanya didasarkan pada jenis ancaman dan pola penanggulangannya 

mengandung kelemahan, karena setiap jenis ancaman tidak selalu berupa ancaman 

yang serius. Ancaman dalam bentuk atau jenis apapun yang masih dapat ditangani 

secara reguler oleh instansi yang berkompeten tidak perlu dimasukkan dalam undang-

undang baru. Hanya ancaman terhadap Keamanan Negara yang sifatnya serius dan 

sangat membahayakan negara yang perlu pengaturan penanggulangannya di dalam 

RUU Kamnas. 

Dalam pada itu, beberapa hal yang tentunya harus dipertimbangkan terkait 

dengan RUU Kamnas antara lain adalah: pertama, bangsa Indonesia telah memiliki 

UU Pertahanan sebagai payung hukum bagi penciptaan kondisi pertahanan negara, 

UU TNI sebagai alat negara yang berwenang menjaga pertahanan negara serta UU 

Polri yang secara eksplisit mengatur tentang tugas dan peran Polri dalam menjaga 

keamanan negara dan ketertiban di masyarakat. Artinya, secara perundang-undangan 

legitimasi fungsi pertahanan dan keamanan sudah diatur secara komperhensif, baik 

yang menyangkut dengan peran maupun kewenangannya, khususnya antara TNI dan 

Polri. 

Kedua, polemik dan permasalahan persinggungan fungsi dan peran antara 

TNI-Polri sebenarnya terletak dalam konteks gray area antara keduanya. Di mana 

sebenarnya TNI dan Polri merupakan dua aktor keamanan yang tidak bisa diletakkan 

di bawah satu institusi. Keduanya memiliki karakter dan peranan berbeda, dengan 

demikian membutuhkan prosedur dan kode etik yang berbeda pula. Meskipun 

pemisahan institusional dan fungsional sudah dilakukan tetapi koordinasi TNI dan 
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Polri masih tetap' diperlukan, yaitu pada keadaan ketidakamanan dalam negeri yang 

tidak mungkin dihadapi sendiri oleh Polri. 

Setidaknya terdapat empat masalah yang dapa membutuhkan bantuan dalam 

penanganan TNI sebagaimana yang sudah diatur dalam UU TNI dan UU Pertahanan, 

khususnya menyangkut tugas perbantuan, yakni kegiatan kemanusiaan, kegiatan 

sosial kemayarakatan, penyelenggaraan fungsi keamanan dan ketertiban umum,"' 

pemeliharaan perdamaian dunia. 

Akibat gray area inilah, maka perdebatan tentang fungsi keamanan nasional 

menjadi polemik hangat di masyarakat Indonesia. Dalam perspektif yang demikian, 

yang dibutuhkan sebenarnya bukan menghadirkan RUU Kamnas sebagai payung 

hukum, tetapi solusinya adalah : pertama, pemerintah beserta instansi pertahanan dan 

keamanan, yaitu Polri, TNI dan Dephan perlu merumuskan UU Kamneg yang 

mengatur mengenai penyelenggaraan keamanan dalam menghadapi situasi gawat dan 

darurat, sebagai landasan utama sekaligus payung hukum tertinggi dalam konteks 

fungsi dan peran pertahanan dan keamanan. Sehingga perdebatan mengenai gray area 

fungsi keamanan antara TNI dan Polri tidak perlu terjadi. 

Undang-undang inilah yang sebenarnya menjadi kebutuhan mendasar bangsa 

Indonesia saat ini. Karena dengan undang-undang ini, payung hukum untuk 

mewujudkan keamanan nasional secara menyeluruh akan dengan mudah 

dilaksanakan, tanpa harus ada perdebatan mengenai gray area. Konsekuensinya, 

negara harus menata dan menyiapkan berbagai aktor keamanan untuk 

pengelolaannya, dimana TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) akan 

terintegrasikan di dalamnya secara fungsi, peran dan kewenangan. Di samping itu, 
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pada kebijakan sektoral akan melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, 

dan Menteri Luar Negeri serta menteri-menteri terkait lainnya. 

Kedua, perlunya peraturan dan mekanisme teknis yang akan mengatur tentang 

fungsi perbantuan TNI kepada Polri terkait dengan peran keamanan Polri. Peraturan 

ini secara tegas harus menerangkan bahwa segala bentuk penyerahan kekuatan TNI 

termasuk untuk tujuan perbantuan kepada Polri harus diputuskan melalui pemerintah 

pusat, dalam hal ini adalah presiden dengan inempertimbangkan DPR dan bila sudah 

terbentuk Dewan Keamanan Nasional (sesuai dengan mandat UU Nomor 3 'Fahun 

2002), Presiden yang membawahi menteri pertahanan (untuk bidang pertahanan) dan 

berbagai menteri di bidang keamanan. Menhan selanjutnya berfungsi menyusun 

kebijakan strategis di bidang pertahanan, yang menyangkut operasi militer selain 

perang. 

Sementara Kapolri bersama lembaga-lembaga pemolisian lain, merupakan 

pelaksana kebijakan strategis keamanan negara yang disusun bersama menteri-

menteri terkait. Fungsi-fungsi yang dijalankan dalam kebijakan strategis keamanan 

negara adalah peringatan dini, perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan dan 

penegakan hukum. Tugas perbantuan TNI pada Polri pada prinsipnya menjembatani 

kedua fungsi pertahanan dan keamanan ini. 

Ketiga, Peraturan teknis ini juga harus mengatur secara tegas terkait dengan 

siapa yang harus memegang kendali operasi ketika kedua institusi (TNI dan Polri) 

diturunkan secara bersamaan dalam sebuah tugas keamanan nasional. Hal ini penting 

untuk menghindari timbulnya perseteruan antara kedua aktor, yang seringkali muncul 

ketika diturunkan bersamaan di daerah tertentu. 
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Dengan hadirnya peraturan teknis ini maka Polri secara institusi yang telah 

mendapatkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri harus mampu menjamin 

terwujudnya keamanan negara, keamanan masyarakat, dan keamanan individu, 

sebagaimana tugas dan fungsinya menurut UU. Jaminan dari Polri inilah yang akan 

menjadi faktor penilaian masyarakat terkait dengan positioning Polri. Karena 

bagaimanapun jaminan terhadap keamanan negara, keamanan masyarakat, dan 

keamanan individu hanya dapat dilakukan dengan mewujudkan satu sistem keamanan 

yang menyeluruh, sesuai dengan paradigms baru Polri. 

Sebab, salah satu persoalan krusial yang masih dihadapi oleh masyarakat 

Indonesia, khususnya yang menyangkut keamanan individu dan konflik horisonta I 

hingga krisis multidimensi yang masih saja terjadi di Indonesia, mustahil dapat 

diselesaikan tanpa melibatkan peran, fungsi dan tugas pokok Polri. Khususnya 

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 

Itulah sebabnya, mengapa baik persoalan RUU Kamnas di satu sisi, mau pun 

kemungkinan reposisi Polri di sisi lain, mestinya disikapi dengan senantiasa 

mempertahankan keanekaragaman nilai serta kepentingan di tengah masyarakat. 
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BAB IV 

P E N U T U P  

 
A. Kesimpulan 
 

1. Kedudukan TNI dalam menghadapi ancaman militer berdasarkan Pasal 7 ayat (2) 

dan (3) UU Nomor 3 Tahun 2002 menempatkan Tentara Nasional Indonesia 

sebagai komponen utama, sedangkan dalam  dalam menghadapi ancaman non 

militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai 

unsur utama. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI 

berkedudukan di bawah Presiden.  Namun khusus dalam hal pengerahan kekuatan 

Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden 

harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan 

darurat. Namun  pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang, 

kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden 

tanpa persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat, padahal sebagai wakil rakyat 

Dewan Perwakilan Rakyat harus pula menyetujui pengerahan kekuatan TNI 

dalam operasi militer non perang  

2. Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan selama kurang lebih delapan tahun 

di Indonesia meski mengalami kemajuan yang relative baik, tapi masih membutuhkan 

beberapa pembaruan. Lembaga-lembaga yang terkait dengan sektor pertahanan dan 

keamanan masih belum profesional dalam merumuskan peran masing-masing, meski 

sudah merevisi doktrin. Perlu dipertegas peran dan fungsi dari masing-masing 
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lembaga tersebut, dalam keamanan dalam negeri, karena merupakan wilayah abu-abu 

yang berpotensi terjadinya konflik kedua lembaga.  Di sini sesungguhnya keberadaan 

UU Keamanan Nasional sebagai payung legal menjadi begitu penting bagi aktor 

keamanan seperti TNI, Polri, maupun intelijen. Tanpa adanya perundang-undangan 

payung tersebut, kordinasi yang buruk, serta bentrok antar aparat di lapangan niscaya 

akan sulit untuk diminimalisir.  

 
B. Saran  

 
 

1. Mengingat manfaat dan hasil capaian yang didapat dalam pelaksanaan tugas 

Operasi Militer Selain Perang TNI, maka perlu dilakukan langkah-langkah 

konstitusional yaitu dengan mempertegas kedudukan TNI dalam penanggulangan 

bencana sesuai kompetensi TNI  

2. Untuk mengatur koordinasi dan perbantuan di lapangan, perlu adanya UU 

Keamanan Nasional.  Rancangan perundang-undangan tersebut diharapkan akan 

menjawab kebuntuan soal problematika koordinasi dan operasionalisasi di 

lapangan, khususnya terkait dengan persinggungan kerja dan batasan wilayah 

tugas, apakah masalah keamanan dalam negeri (Kamdagri), ataupun masalah 

pertahanan luar (external defense). 
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